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ASASE MANUSIA DI INDONESIA SEBAGALI PERWUJUDAN
NEGARA HUKUM MENURUT UUD 1945,

skopsi i merupakan akulturasi antara idealisime dan realita vang ada
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dengan segenap kemampuan vang penuhs milike. Dan sebagal manusia biasa
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Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Hak asas1 manusia menjadi salah satu tema sentral setelah beraklnrnya
perang dingin, Sebagai bagian dari duma internasional, Pemermtah Indonesia
Juga dituntut untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia
Secara eksphsit, 1deologi, falsaluh dan pandangan hidup bangsa Indonesia,
vakni Pancasila telah mencantumkan penghormatan hak asast manusia
Gagasan perlidungan dan penegakan hak asasi manusia berarti menjamin
keberadaan pihak vang lemah sebagai upaya menegakan supremasi hukum dan
tidak dapat dipisahkan dar sistem hukum dan tata hukum suatu negara

Berkantan dengan fenomena di atas maka permasalahan vang diangkat
dalam skripsi 1m adalah bagaimana perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia
dalam UUD 1945, bagsimana peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, bagaimana kedudukan dan
peranan  Pengadilun Hak  Asasi Manusia  dalam  upava  penyelesaian
pelanggaran hak asust manusia yang berat. serta bagaimana kedudukan dan
peranan Konmist Kebenaran dan Rekonsiliast dalam upava penyelesaan
pelanggaran hak asast manusiy

Fujuan vang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk
menganalisa  sepauh mana pengakomodiran pelaksanzan hak asas) manusia
dalam UUD 1945 menganalisa peranan Kormisi Nasional Hak Asasi Manusie
dalam  pelaksanoan  hak asast manusia di Indonesia, dan  menganalisa
kedudukan dan peranan Pengadilan HAM ad bhoc dalam menyelesaikan
pelanggaran hak asasi manusia vang berat di masa jalu serta menganalisa
kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upava
penvelesman pelanggaran hak asast manusia di masa lalu,

Metode penubisan vang digunakan dalam penyusunan skripst im
adalah dengan pendekatan yundis normatf, sumber data vang digunakan

X1V
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RINGKASAN

Hak asasi manusia menjadi salah satu tema sentral setelah berukhirnva
perang dingin. Sebagal bagian dari dunia internasional, Pemerintah Indonesia
juga dituntut untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia
Secara eksphsit, ideolog, falsatah dan pandangan hidup bangsa Indonesia,
vakni Pancasila telah mencantumkan penghormatan hak asast manusia
Gagasan perhidungan dan penegakan hak asasi manusia berarti menjamin
keberadaan pihak yang lemah sebagai upaya menegakan supremasi hukum dan
hidak dapat dipisahkan dart sistem hukum dan tata hukum suatu negara.

Berkaitan dengan fenomena di atas maka permasalahan vang diangkat
dalam skripst i adalah bagaimana perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia
dalam UUD 1945, bagaimana peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
dalam pelaksanaan hak asast manusia di Indonesia, bagaimana kedudukan dan
peranan  Pengadilun Hak  Asasi Manusia  dalam upava  penvelesaian
pelanggaran hak asust manusta vang berat, serta bagaimana kedudukan dan
peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upava penyelesaman
pelanggaran hak asast manusia

Puguan yang mgin dicapal dalam penyusunan skrips) ini adalah uniuk
menganalisa  serauh mana pengakomodiran pelaksanzan hak asas) manusia
dalam UUD 1945, menganahisa peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusie
dalam  pelaksanoan  hak  asast manusia di Indonesia, dan  menganalisa
kedudukan dan perunan Pengadilan HAM ad hoc dalam menvelesaikan
pelangparan hak asasi manusia yang berat di masa ialu serta menganalisa
kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya
penvelesman pelanpgaran hak asast manusia di masa lalu,

Metode penubisan vang digunakan dalam penyusunan skripst im
adalah dengan pendekatan yurnidis normatif, sumber data vang digunakan

X
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adalah data sekunder Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi
literatur, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa data vaiu
deskriptit’ kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduknf

Sesungguhnva kita telah memiliki instrumen hukum dan perangkat
formal vang vang cukup untuk melakukan berbagar upaya pemajuan dan
penegakan  hak asasi  manusia, termasuk  menvelesaikan  kasus-kasus
pelanggarannya. Instrumen-instrumen itu dari Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) vang berfungsi sebagai landasan moral hak asasi manusia.
Deklarasi Wina 1993 Program aksi, sampai diratifikasitva 9 instrumen hak
asast manusia internasional. Dalam  sistem hukum  nasional juga telah
dilakukan amandemen UUD 1945 dan disahkan Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (vang didalamnya diatur pula tentang
fungsi dan tanggung jawab Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). serta
Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
vang merupakan landasan pembentukan Komist kebenaran dan Rekonsiliasi

Saran - vang  diberikan  penyusun adalah  perlunya pembentukan
peraturan perundang-undangan yang menjabarkan pelaksanaan hak  asasi
manusia di [ndonesia, perlunyva peningkatan sosialisasi pemahaman hak asasi
manusia di Indonesia, pembentukan Pengadilan HAM dan perwakilan Komnas
HAM di daerah. DFR agar mendahulukan kepentingan bangsa dan negarn
daripada kepentinpin kelompok dan segera disahkan RUU Komisi Kebenaran

dan Rekonsilias

Ay
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BAB |
PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Salah satu ciri dari berakhirnya perang dingin adalah munculnva isu-
1su penting dalam percaturan politik internasional. Tsu-isu tersebut mencakup
masalah demokras) dan demokrausasi, lingkungan hidup, good governance
dan hak asasi manusia. Sebagai salah satu dari elemen masyarakat
nternasional, mau tidak mau Indonesia juga dituntut untuk melaksanakan isu-
15U tersebut. Sementara masing-masing isu memiliki bobot dan arti penting
tersendin, tetapr tidak dapat dipungkiri bahwa perhatian terhadap hak asasi
manusia sangat menonjol

Secara cksplisit, idunhlagi. falsafah dan pandangan hidup bangsa
[ndonesia. vakni Pancasila telah mencantumkan penghormatan hak asasi
manusia sebagar imperatit kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip dan
semangal Pancasila adalah menjunjung tinggi martabat manusia dan hak-hak
usasmya, jug penjaburannya dalam batang tubuh UUD 1945 Dan sebagai
bugian dari masvarakat mternasional, Indonesia secara moral juga terikat pada
nilai-ritla 1;51:13 terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
| G4 ¥

Gagasan perlindungan dan penepakan hak asasi manusia berarti
menjamin keberadaan pihak yang lemah sebagai upaya menegakan supreamsi
hukum dan menjadi wujud tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa,

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan
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sistem dan tata hukum suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut,
dibutuhkan mekanisme-mekamsme yang mendukung,

Endah Triwijati, ketua Pusat Studi Hak Asast Manusia Universitas
Surabaya mengemukakan bahwa pemerintah harus melibatkan partisipasi
masyarakat luas untuk menciptakan atau mendesain mekanisme sosialisasi dan
diseminasi nilai-nilan hak asasi manusia serta instrumen-instrumen hak asasi
manusia.  Mekanisme terscbut harus partisipatoris dan mendukung
tersosialisasinya pemahaman hak-asasi manusia yang sama antara mereka di
pusat kekuasaan dan masyarakat, bahkan sampai pada mereka vang di pelosok.

Ada dua hal yang semestinya dipenuhi Pemerintah suatu negara.
Pertama, negara (stare) haruslah memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk
bukan saja menyvejahterakan warga negara (emvil), tapt juga membuka
lebih luas kesempatan warga negara untuk  menjalankan  kehidupan
kemanusiaannya. Kedua, adanya akuntabilitas atau pertanggungiawaban
aparat-aparal negara kepada masyarakat warga ncgara (civil society) jika
memang dasar legitimasinva berasal dari rakyat. (Suar. Desember 2001)

Berdasarkan perkembangan dan kemajuan dalam perjalanan Bangsa
Indonesia tersebut di atas, dapat kita saksikan adanya kesamaan visi hak asasi
manusia dan misi tentang pencgakan hak asasi manusia antara Pemerintah di
satu sist dan kalanean masyarakat luas di sis1 lain. Tetapi masih terdapat
perbedaan diantara keduanya vang terletak pada bagaimana cara mewujudkan
pertindungan hak asasi manusia ke dalam kenvataan kehidupan masyarakat.
Perjalanan Bangsa Indonesia menuju masyarakat vang demokratis dengan
tanpa melupakan budava bangsa vang sudah berakar beratus-ratus tahun

lampau tetap harus dilandaskan kepada prinsip musyawarah dan mufakat

{Romli Atmasasmita, 2001 @ [28)
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Sehagmmana disebutkan dalam Pasal 1 Undang — Undang Nomor 26
Fahun 2000 tentung Pengadilan [ak Asasi Manusia mengenal Ketentuan
Umum bahwa hak asast manusia wapb dihormati, dijunjung tnggr dan
dilindungi oleh negara, hukum. Pemenintah dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Terlepas dan belum maksimalnya penegakan dan perlindungan hak
asast manusia di Indonesia, kita dapat berpijak dari konstitusi negara Republi.
Indonesia. Mukadimah UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang maha
[sa. berperi kemanusiaan, bercita persatuan, mencintai musyawarah dan
mulfakat dan bercitakan keadilan sosial. Penjabaran hak-hak warga juga telah
di atur secara eksplisit walaupun belum menyeluruh. Namun demikian sebagai
konstitusi. UUD 1945 sudah memenuhi persayaratan filosofis, yuridis dan
sosiologis serta aspiratil’ terhadap perkembangan sosial politik pada saat
penyusunannya (2001 : [29).

Persoalan vyang menarik untuk dibahas adalah banyak kasus
pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Indonesia berlangsung diam-diam.
Jika masyarakat mengetahui telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
Pemenintah pada umumnya berhasil melegitimasinya dengan alasan yang
semakin memojokan Korban. Masyarakat dibuat percaya bahwa korban
memang patut menerima tindakan kekerasan akibat tindakan mereka sendiri.

Boutros Boutros Ghali, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa — Bangsa dalam pidatonya pada World Conference of Human Rights
Vienna Austria 1993 mengemukakakn 3 hal pokok dalam mengatasi

hambatan-hambatan vang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia
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sekaligus akan menjadi resep untuk mengobati penyakit vang tumbuh dalam
upava penegakan hak asast manusia.

Pertama., the imperative of universility (persamaan). Adalah perlu
diciptakan pemahaman yang sama diikuti dengan tindakan yang sama pula
tentang hak asasi manusia dan penegakannya untuk mencegah terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia, Semua pelaku pelanggaran hak asasi manusia
harus dyatuhi hukuman yang setimpal, sementara penvuluhan hak asasi
manusia tidak boleh diabaikan. Hal itu perlu dilakuakn agar dapat mencegah
alau paling tidak mengurangi seminimal mungkin terjadinya pelanggaran hak
asasi manusia,

Kedua, the imperarive of guarantees (keharusan memberikan
jamianan). Adalah pada kewajiban kita untuik melindungi hak asasi manusia
yang masih jauh dari sempurna. Lebih lanjut dikatakan bahwa masih banyak
diteinukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia vang mencolok di
berbagai tempat schingga dikhawatirkan kata-kata mutiara vang tertulis dalam
berbagai buku tentang hak asasi manusia akan menjadi huruf mat belaka
Pernyatan tersebut mengingatkan Kita selama imi terlalu banyak bicara daripada
bertindak. Banyaknva pelanggaran hak asasi manusia vang terjadi tetap
kurang cepat dan kurang konsekuen dalam membern sanksi vang setimpal
terhadap p;:iaku pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilaksanakan sendiri
oleh suvatu negara terhadap warganya maupun melalui institusi-institus|
mternasional vang ada.

Ketiga, the imperative of democratization (kewajiban melaksanakan
demokrasi) bahwa penegakan hak asasi manusia berarti Kita juga harus

konsckuen  menegakan  demokrasi  karena melalut  demokrasi  hak-hak
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perseorangan duan hak-hak masvarakat yang dijamin. (dalam Baharuddin Lopa,
999 84 —RA)

Franz Magnis Suseno. pengamat hak asasi manus menilai, saat in
sudah ada berbagar upaya dari perbagal pithak dalam usaha pemajuan dan
perlindungan hak asast manusia. sepert LSM, partai politik, media universitas.,
ndividu. maupun tkatan-ikatan professional tertentu. Namun tugas primer
penghormatan hak ssasi manusia tetap terletak pada negara, sebab negara yang
bertugas memamin hukum Oleh Karena itu hak asasi manusia harus masuk
sistem hukum dun vang terpenting adalah harus ada political will dari
pemerintah. (Suar, Apustus 20023

Dart paparan di atas maka penulis mencoba mengkait lebih dalam
permasaiahan Hak Asasi Manusia dalam sebuah skripsi yang berjudul
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SEBAGAI
PERWUJUDAN NEGARA HUKUM MENURUT UUD 1945 Dan skripsi
i1 dibarapkan kita dapat menelaah ‘ebih dalam pelaksanaan hak asasi manusia

di Indoniesia

[.2 Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup pembahasan skripst i puda masalah yang
berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia di indonesia sebagai

perwujudan negara hukum menurut UUD 1945

1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan yang, diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah

| bagammanakah perwwjudan pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD
1*}__.15 1:1
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(§

bagmimanakah peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam
pelaksanaan hak asast manusia di Indonesia ?

bagaimanakah kedudukan dan peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad
hoc dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia vang berat di
masa laly ?

bagaimanakah kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
dalam upaya penvelesaian pelanggaran hak asasi manusia ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah -

to

untuk  mengkaji  dan  menganalisa sejauh mana pengakomodiran
pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945;

untuk mengkajr dan menganalisa peranan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

untuk mengkayi dan menganalisa kedudukan dan peranan Pengadilan Hak
Asas) Manusia ad hoce dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia
yang berat.

untuk mengkuy dan menganalisa  kedudukan dan  peranan  Komisi
Rebenaran dan Rekonsiliasi dalom upaya penyelesaian pelanggaran hak

asast manusia di masa lampau

1.5 Metode Penulisan

Untuk menvusun suatu penulisan yang memenuhi svarat ilmiah

haruslal mengandung unsur kebenaran vang nyata dapat dibuktikan, sehingga

tulisan tersebut menjadi suntu pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk

diuyi oleh siapapun Metode penulisan merupakan salah satu syarat pada tulisan
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timiah guna mencart atau menemukan data yang konkrit. Untuk 1ty digunakan

metode sebagal berikut |

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan vang digunakan dalam penulisan ini adalalh pendekatan
vuridis normatif vaitu pendekatan dengan mendasarkan pada peraturan-
peraturan vang berlaku dan berkaitan dengan permaslahan yang dibahas

sebagal dasar untuk memecahkan masalah. (Soemitro. 1998:10)

1.5.2 Sumber Data

Data vang diperoleh untuk menyusun skripsi ini adalah data sekunder
vaitu diperoleh dengan membaca dan mempelajari perundang-undangan yang
ada Kattannya dengan matert skripst inl dan juga peraturan-peraturan lainnya
vang mengatur berbagar masalah vang berkaitan. Disamping itu juga bahan
penunjang lamnya vaitu literatur-hteratur vang berkaitan erat dengan pokok

bahasan vang dimaksud (Soemitro. 1998:52)

1.5.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data vang digunakan dalam penyusunan skripsi
i adalah dengan studi hteratur vaitu dengan cara membaca literatur dan
mempelajan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
vang akan dibahas Data-data tersebut kemudian diolah dengan menveleksi
iIsinva  untuk  mencart  konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat.
ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan

dan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan itu. (1998:52)
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1.5.4 Analisa Data

Di dalam penvusunan sknipsi ini, analisa data yang dipakai adalah
metode deskriptif kuahtatif vaitu dengan memberi keterangan. gambaran dan
penjelasan terhadap obyek vang diteliti berdasarkan fakta dan teori vang ada.
(Rom Hanit'jo Soemitro, 1988:138)

Adapun untuk menarik kesimpulan dilakukan secara dedukuif vaitu
suaty cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum

menuju ke pembahasan vang bersifat khusus. (Sutrisno Hadi. 1993:42)
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BAB 1l
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Upaya-upava  vang dilakukan pemerintah  Indonesia  dalam
menyelesatkan masalah-masalah penegakan hak asasi manusia terus diamati
oleh masyarakat dan khalayak internasional, Berbagai pendapat dilontarkan
oleh publik dan para pengamat ketika satu persatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia coba diselesaikan atau tidak berusaha diselesaikan melalui institusi-
institus! yang berwenang

Kasus-kasus vang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang
berat (mulai kasus Aceh, Papua, Ambon, Poso, kasus 27 Juli 1996 dan hanyak
lagi sampai kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 1) hingga saat ini masih
menggantung alias belum jelas bagaimana menguraikannya. Nampak berbagai
kabut persoalan dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hak  asasi
manusia masih tebal menvelimuti,

Sesungguhnyva kita telah memiliki instrumen hukum dan perangkat
formal yang cukup untuk melakuakn berbagai upaya pemajuan dan penegakan
hak asasi manusia, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggarannya
Instrumen-instrumen it dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) vang berfungsi sebagai landasan mora! hak asasi manusia,
Deklarasi Wina 1993 Program aksi, sampai diratifikasinya 9 instrumen hak
asasl manusia internasional. Dalam sistem hukum nasional yuga telah disahkan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (vang

didalamnya diatur pula tentang fungsi dan tanggung jawab Komisi Nasional
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Huk Asasi Manusia), serta Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Munusia

Menurut Soelistyowati Soegondo. anggota Komist Nasional hak asas
manusia  (KOMNAS HAM) dart sub komisi Pengkajian, sebenarnya
pelangparan hak asasi manusia vang berat telah diantisipasi dengan adanya Ul
Nomor 26 Tahun 2000, Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia
merupakan pembentukun pengadilan yang khusus dalam rangka melengkap
penvelesalan perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia vang berat
Diawali khususnya sebagai akibar dan kondisi pelanggaran hak asasi manusia
vang berat setelah jaiak pendapat di Timor-Timur kemudian muncul peristiwa-
peristiwva yang lain. Sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 ada Peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 1999 yang sebenarnya merupakan upava awal
untuk mengantisipas) kasus pelangparan hak asast manusia vang berat Tetap
pemenntah bersama DPR menvadari bahwa Perpu tersebut tidaklah cukup
memadai dalam rangka menangam pelanggaran hak asasi manusia yang berat
di Indonesia, karena banvak unsur-unsur pidana vang diatur Khusus untuk
pelungearan hak asust manusia sankst hukumannya tidak jelas. Oleh karena nu
ada upava untuk merubah undang-undang dan melengkapinya baik dengan
hukum matertil maupun hukum acaranva, Sebagai tesr case adalah masalah
kasus pelanggaran hak asast manusia vang berat di Timor-Timur yang melalu
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 vang sudah diperbaiki dengan
Keppres Nomor 96 tahun 2001

Bagi Dadan Umar Daithani kunci penyelesaian pelanggaran hak asasi
manusia vang bermt adalah mat baik dani pemernintah. Penvempurnaan
perangkat hukum merupakan faktor penting, tidak cukup hanya ritual dan

formalitasnva saja Akan tetaps vang tidak kalah pentingnya adalah moralitas
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untuk menegakan hak asast manusia. Hokum dan pevaturan yang tidak lengkap
masth dapat  diannsipasi, salah  satunya adalah  dengan  menggunakan
vurisprudenst Selain itu juga kita telah memiliki Komnas HAM vang dalam
bavangan kita atau harapan masyarakat adalah sebuah lembaga vang akan
mencoba menyelesatkan pelanggaran hak asasi manusia. Setidak-tidaknya
Komnas HAM itulah vyang membuka, menyelidiki, melihat semua
permasalahan hak asasi manusia, itu entry peint-nya, schingga proses peradilan
bisa dijalankan. Sebenarnva untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi
manusia vang beral, kedudukan Komnas HAM diperkuat dengan UU Nomor
39 tahun 1999 Tentang Hak As=ast Manusia dan UU Nomor 26 tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asast Manusia vyang menetapkan Komnas HAM
sebagai lembaga independen yang menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak
asasi manusia vang berat

Contoh menanik adalah pasal 9 UU Nomor 2000 yang mengatur
tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Disebutkan bahwa kejubatan
terhadap kemanusiaan merupkan salah satu perbuatan vang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik vang ditujukan terhadap
penduduk sipil. Pada bagian ini masih terdapat perbedaan pandangan bahkan
kekaburan tentang istilah meluas atau sistematik.

: Istilah meluas atau sistematik dalam UU Nomor 26 tahun 2000
diadopsi dari Statuta Roma 1998, baru muncul dalam pasal 3 statuta ICTR
(fnternational  Criminal  Tribunal for Rwanda) yang dibentuk Dewan
Keamanan PBB tahun 1994, sedangkan pasal 5 statuia ICTY (fnternational
Ciminal Tribunal for Former Yugosfavia) 1993 tidak mencantumkan istilah

meluas atau sistematik  sebagai  unsur  Konstitutif' kejahatan  terhadap
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kemanusiaan melainkan hanya serangan yang ditujukan pada penduduk sipil
dalam konthik internal maupun konflik internasional.

Sedangkan istilah meluas juga merujuk pada sistematik, hal in1 untuk
membedakan tindakan yang bersifat meluas tapi korban acak atau targetnya
acak. Korban vang bersifat meluas juga memiliki karkieristik tertentu tertentu
misalnya karena faktor ideologi, politik, gender. Jadi dalam istilah meluas juga
mencerminkan adanva kebijakan/ tindakan negara atau organisasi.

D1 sebutkan pula bahwa istilah sistematik merujuk pada tindakan
tersebut bukanlah tindakan yang bersifat tunggal. Namun dalam sidang kasus
Vikovar Hospital pada 1ICTY, salah satu terdakwa dituntut atas kejahatan
terhadap kemanusiaan karena tindakannya merupakan bagian dan kebijakan
organisast. Dengan demikian dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, jumlah
karban tidak harus bersifat massal. Korban bisa saja satu orang. namun bila
dalam pemenksaan ditemukan adanya unsur sistematuk dan korbannya
memiliki  karaktenstik tertentu dapat dikemakan tuntutan atas kejahatan
terhadap kemanusaian,

D1 Indonesia bebarapa kasus yang memenuhi kriteria pelanggaran hak
asast manusia vang berat menurut Komnas HAM adalah kasus Timor-Timur
sctelah jajak pendapat dan Kasus Abepura di Papua. Temuan KPP HAM
Timor-Timur antara lain adanva dugaan telah terjadi kejahatan terhadap
kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan massal, penytksaan dan penganiayaan
dan penghilangan puaksa, perbudakan seksual dan perkosaan, pembumi
hangusan, penundalian dan pengungsian paksa. Pelaku antara lain aparat
keamanan (polisi dan muliter). aparat birokrasi, dan milisi. Korban yang
memjadh  target kekermsan & Timor-Timur antara lain mahasiswa  dan

pendukung pro kemerdekaan (CNRT), Dalam kasus Timor-Timur unsur
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sistematik antara lain dalam bentuk kebyokan yang dikeluarkan baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah serta kebijakan vang dikeluarkan oleh
organisasi milisi, milsas atau pam swakarsa.

Sedangkan dalam kasus Abepura 2000, KPP HAM Papua menemukan
unsur sistematis. Unsur tersebut adalah adanya kebijakan negara dalam
menghadapi gerakan separatis Papua merdeka vang kemudian diterjemahkan
dalam operasi-operasi keamanan oleh pihak Polda Inan Jaya, Bentuk-bentuk
pelanggaran  antara lain  penyiksaan; pembunuhan kilat, penganiayaan
berdasarkan jemis kelamin, ras. agama; perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan [isik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan
terhadap kelompok sipil. Korban dalam peristiwa ini sebagian besar berlatar
belakang suku yang berasal dari daerah pegunungan tengah (Wamena Barat),
sebanyak 3 orang meminggal dunia akibat penyiksaan dan pembunuhan kilat
Dalam kedua kasus in jumlah korban meninggal tidak menjadi patokan dalam
menentukan kejahatan terhadap kemanusiaan

Sesungguhnya  dalam  perkembangannyva konsep tindak kejahatan
terhadap kemanusiaan mulai mendapatkan perhatian meluas setelah perang
dunia kedua. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimpa manusia. baik
itu laki-laki, wanita maupun anak-anak selama masa perang dunia kedua
mEnyemuL{ dan memmbulkan reaks: dunia intemasional. Amerika Serikat
bersama sekutu-sekutunva menilai bahwa terdakwa pelaku kejahatan terhadap
kemanusiaan pada masa itu harus dimintal tanggung jawabnya.

Pengadilan Perang Nurembeg yang dibentuk pada tahun 1945, untuk
mengadili mereka vang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan

melawan pert kemanusiaan. Pembentukan Pengadilan Perang Nurembeg
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tersebut kemudian dukotr Pengadilun Perang Tokyo (1946 1947) untuk
mengadih tentara Iepang vang terlibat dalam kejahatan perang

Dengan kehadiran pengadilan semacam itu diharapkan masyarakat
duma tidak lagi menvuksikan kejahatan yang sungguh merendahkan martabat
kemanusiaan. Selanjutnya masalah kejahatan kemanusiaan menjadi hal penting
untuk disefesatkan dalam rangka menciptakan keadilan baik bagi korban
manpun bagr pelaka pelanggaran hak asasi manusia vang berat, Namun
lernyata keyahatan kemanusiaam terus terjadi. Kurang lebih 2 juta orang telah
terbantal dalam kurun 1975 — 1979 selama pemerintahan Khmer Merah,
pembunuhan warga sipil mushm Bosnia di Yugoslavia yang menurut laporan
komite Internasional Palang Merah telah menyebabkan setengah juta jiwa
melayang serta aksi pembersihan etmis di Rwanda pada 1994 yang telah
menimbulkan korban 800 ribu jiwa. Kondisi tragis ini sangat menyerap
perhatian masyarakat mternasional dan menuntut agar masalah pelanggaran
hak asasi manusia tersebut dapal diselesatkan dengan adil. Hasilnva adalah
dibentuknya Pengadilan bagi penjahat perang Yugoslavia dan Rwanda serta
dorongan bagi adanya pengadilan hak asasi manusia untuk kasus Kamboja.

Belajar dari pengalaman agar tidak terulang kejadian yang sama di
masa mendatang maka masyarakat internasional berusaha menyususn
instrumen ‘yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat dengan adil. Dengan perangkat-tersebut diharapkan
akan ada jaminan yang lebih kuat atas perhindungan maratabat dan hak asasi
manusia

Pada 17 Juli 1998 berhasil diadopsi statuta Mahkamah Pidana
Internasional (lnrernational Criminal Cowrt) di Roma. Mahkamah Pidana ini

dibentuk untuk mengadili dan menghukum pelaku pelangsaran hak asasi
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manusia vang beral vailu genosida, kejehatan perang, dan kejahatan terhadap
kemanusiaan (pasal |, bagian | dan pasal 5 bagian [i statuta Roma). Statuta
Roma ini menegaskan bahwa dunia internasional udak boleh membebaskan
pelakunya dart hukuman. Sampai akhir Juli 2001 ada 37 negara yang sudah
meratifikasinya dan 139 negara yang menyatakan persetujuannya, tidak
termasuk Indonesia,

Sesungguhnyva pemerintah Indonesia mau bidak mau sulit untuk
mengelak perkembangan monumental ini demi pemajuan dan penegakan hak
asasi manusia. Adalah hal yang penting untuk menghadirkan keadilan, baik
bagt korban maupun pelakunva. Menyikapi masalah-masalah penyelesaian
masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Indonesia,
sulit rasanya untuk menghindar darn perkembangan dan sorotan publik baik
domestik maupun masyarakat internasional. (Suar, September 2001)

2.2 Dasar Hukom _
Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi i
adalah :
I Undang — Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak
Asast Manusia
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komis: Nasional

hiak Asasi Manusia
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Konstitosi

Menurut kamus hukunm. vang dimaksud dengan konstitus: adalah
peraturian Jdasar negurd, wilayah, pemerintahan, pembagian kekuasaan anatara
alat-alat perlengkapan negara dan lain-lain

D1 dalam cnsiklopedr Indonesia, disebutkan bahwa konstitusi adalah
kescluruhan peraturan-peraturan dasar yang mengatur tata kehidupan negara,
ranyat, dan masyvarakat. sebagian besar dituangkan dalam undang-undang
dasur dan undang-undang,

D1 dalam bahan penataran P-4 dan UUD 1945 yang diterbitkan oleh
Badan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (BP-7) Pusat, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan undang-
undang dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang
tertults. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, sebagai hukum dasar
UUD merupakan sumber hukum bagi hukum vang lebih rendah, Dalam
kedudukan yvang demikian itulah, UUD 1945 dalam kerangka tata susunan atau
lata tingkatan norma hukum vang berlaku merupakan hukum yang menempati
kedudukan tertinggi

Dalam penjelasan UUD 1945 bagian umum dijelaskan Undang-undang
Da_éar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara. Jadi selain
UUD, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar

yang timbul dan terpelihara dalam prakiek penyelenggaraan negara.

2.3.2 Pengertian Hak Asasi Manusia
Menurut Ramdlon Naning hak asasi manusia dapat ditinjau dari segi

subyektif’ dan segi scjarah. Dari segi subyektif hal asasi manusia adalah hak-
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hak asas) vang ada dalam dini manusia vang melekat pada manusia sebagai
anugerah Tuhan vang harus diharga dan dihormat oleh siapapun juga Szdang
dari segi scjarah adalah perjuangan manusia dalam menegakan hak asas)
manuasia vang dalam perjalanan sejarah tak kunjung padam. Pada suatu ketika
hak-hak itu dilanggar dan dikekang maka muncul gerakan-gerakan unutk
mempertahankan dan menegakan kembal. (Ramdlon Naning, 1983:1)

Menurut Shad Saleem Faruqui, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar
vang melekat sejak lahir dimiliki  seseorang karena ia manusia. Hak-hak
tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor
pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercavaan, jenis kelamin atau
kebangsaan (dalam Robert Haas (ed), 1998:13)

D1 dalam pasal | ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun [999
Tentang Hak Asasi Manusia dan pasal | ayat (1) Undang-Undang Nomor 26
tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan
hak asasi manusia adalah scperangkat hak vang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagar makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nva vang wanb dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemermtah, dan seuap orang demu kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia

2.3.3 Pengertian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Menurut pasal 1 avat (7) Undang —undang Nomor 39 tahun [999
Tentang Haok Asasi Manusin, vang dimaksud dengan Komus: Nasional Hak
Asast  Manusia (KROMNAS HAM) adalah  lembaga mandin  vang

kedudukannva setingkat dengan lembaga negara lainnya vang berfungsi
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melaksanakan kapan, penehtian, penvuluhan, pemantauan, dan medias: hak
Asd51 manusia
Menurut Keputusan Presiden R.1 Nomor 30 tahun 1993 Tentang
Komist Nastonal Hak Asast Manusia, Komnas HAM bertujuan
a  membantu pengembangan kondisi vang kondusif bagi pelaksanaan hak
asasi manusia sesuat  dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam
Perserikatan Banosa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
b, meningkatkan  perhndungan  hak  asasi manusia  guna  mendukung
erwuidnva tyuan p:mhnngunun nasional yaitu pembangunan manusi
Indonesia seutuhova dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya
Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan
kajran sebagat berikun
a. menyeharluaskan wiwasan nasional dan internasional mengenai hak asas
manusia  batk  kepada masyarakat  Indoonesie  maupun  masvarakat
nternasional
b. mengkaji berbagan imstrumen PI3B tentang hak asasi manusia dengan tujuan
membertkan - siran-saran mengenal  kemungkiman  aksesi  dan/  atau
ratitikasinya
¢ memantau  dan  menvelidiki  peloksanaan  hak asasi manusia  serta
membeérikan pendapat, petimbangan dan saran kepada badan pemerintahan
negara mengenal pelaksanaan hak-hak asasi manusia
d. mengadakan  Kerjasama  regional  dan  internasional  dalam  rangka
memigukan dan mehindungi hak asasi manusia.
Dalam mendukung peloksanaan kegiatan tersebut, Komnas HAM
dilengkapr  dengan  sub-sub  komisi yang berfungsi menjalankan roda

organisasi. Sub-sub komist itu adalah -
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| Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;

bud

Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;

Lad

Sub Komist Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
4. Sub komisi Mediasi

2.3.4 Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomer 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pengadilan
hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi
manusia vang berat.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadidan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa pengadilan hak asasi
manusis merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan
LLEFTLRITT.

Pada pasal 43 UL Nomor Tahun 2000 disebutkan hahwa pelunggaran
hak usasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunva UU Nomor 26
Tahun 2000, diputus dan diperiksa oleh Pengadilan HAM ad hoc. Untuk
membentuk pengadilan HAM ad hoc harus melalui Keputusan Presiden setelah
sebelumnya mendapat rekomendasi dari DPR.

[}it'egnskﬂn pula pada pasal 10 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa hukum acars vang berluku
pada penagdilan hak asasi manusia adalah Ketentuan yang terdapat pada Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh

Undang-undang i
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2.3.5 Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut pasal | avat (6) Undang-Undang Nomor 39 tahun (999
Tentang Huk Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asas
manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara batk disengaja ma pun tidak disengaja atau kelalman yang secara
melawan hukum mengurangi. menghalangi, membatasi, dan atau mencabut
hak asas1 manusia sescorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-
undang int, dan tiduk mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan mempeoleh
penyelesaian hukum vang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku,

Menurut pasal | ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadslan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia vang
berut adalub pelunggarun hak usasi manusia sebagaimana dimuksud dalam
Lindang-undang ini

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Huk Asas: Manusia, vang termasuk pelangzaran hak asasi manusiu
vang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusian

Lebih jauh dijelaskan pada pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun
2000 Temtang Pengadilun Hak Asasi Manusia, bahwa kejahatan genosida
adalah setiap perbuatan vang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
atnu memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok
etnis, kelompok agama dengan cara
¢ membunuh anggota kelompok;

U mengakibatkun pendentaan fNsik atau mental yang berat terhadap anggota-

anggota kelompok,
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menciptakan  kondist kehidupan  kelompok vang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;

memaksakan  tndakan-tindakan vang bertujuan mencegah Kelahiran dh
dulam kelompok.

memindahkan secara paksa anak-anak darn kelompok-kelompok tertentu ke
kelompok lain.

Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

Pengadilan  Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa kejahatan terhadap

kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan

serangan vang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan

tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa

a.

b

c.
d.

4

pembunuhan;

pemusnahan,

perbudakan,

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang vang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum

mnternasional:

. penyiksaan,

perkosa, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
kehamtlan, pemandulan atau stenlisasi secara paksa atau bentuk-bentuk

kekerasan seksual lain yang setara;

. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan vang

didasari persamaan paham politik, ras. kebangsaan, etnis, budava, agama.
jemis kelamin atau alas an lain yang telahdiakui secara universal sebagai hal

yang dilarang menurut hokum internasional,
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| Repahatan aparthend

2.3.60 Pengertian komisi kebenaran Dan Rekonsiliasi

Istiluh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan istilah
vang benar-benar baru dalam khazanah  hukum di Indonesia Belum banyak
buku atau tlisan tlmiah vang mengupas tentang KKR

Menurut Ahdal Hakim Garuda Nusantara, Komisi Kebenaran dan
Rekonsihast adalah sebual jalan alternatif vang hadir diantara 2 tegangan. vaiu
pihak vang bersikukuh mempertahankan kebohongan sejarah dengan milak
vang berambist membongkar penipuan masa lalu

D1 beberapa negara sepertt Uganda, Argentmadan Chili pernab
dibentuk KKR  Fungst KKR adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan
data-data serta mengumumkannya tentang adanva pelanggaran hak asasi
manusia dimasa lalu Data-data tentang pelanggaran hak asast manusia yang
dikumpulkan KKR merupakan data resim vang diakui oleh pemerintah. Dengan
model demikian KKR bukanlah alternauf terhadap forum pengadilan, tetap
KKR merupakan umit Kerja tersendin vang membantu proses penvelesaiar
Kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan. (Abdul Hakim
Craruda Nusantara, 2001 2)

Dalum bulletin Asasi edist September 2001, vang diterbitkan oleh
Lembaga Studi dun Advokast Masyarakat (Elsam). yang dimaksud dengan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi vang diserahy
tanggung jawab dan kekuasaan Khusus untuk ielakukan berbagar upaya apakah

Hu investigasi, riset, wawancara, maupun public hearing, dan lain-lamn demi
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vang sebelumnya ditutupt dengan tira hitam rezim otoritarian
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3.1 Perwunjudan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam ULID 1945

D1 dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
lentang Hak Asast Munusia dijelaskan bahwa kebebasan dasar dan hak-hak
dasar itulah vang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara
kodrati sebagar anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran terhadap hak
tersebut berarti pengingkaran maratabat kemanusiaan. Oleh karena itu negara.
lerutama pemerintah atau organisasi manapun mengemban kewajiban untuk
mengakur dan melindungl hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa
kecualt Ini berant hak asasi manusia sefalu memjadi ubk tolak dan tuyuan
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Upaya pengkajian tentang perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia
di Indonesia dapat berpijak dari konstitusi negara R.I yaitu UUD 1945,
Pembukaan UUD [945 secara tegas menyatakan bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa vang anti penjajahan, berperi kemanusiaan, bercita persatuan,
mencintar. musyawarah dan mufakat, dan bercitakan keadilan sosial. Sebagai
konstitusi. UUD 1945 juga sudah memenuhi persyaratan filosofis, vuridis. dan
ssosiologis serta aspiratit terhadap perkembangan sosial politik pada saat
penyusunannya.

Romli Atmasasmita menvebutkan bahwa dalam kendala keterbatasan
sumber daya manusia. para pendin negara kita masih dapat menyusun suatu
kontitust vang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernepara.

UUD 1945 bukan saja merupakan produk hukum tetapi juga merupakan
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produk budava banpsa Indonesia, karena disusun oleh putra-putri Indonesia
dengan latar belakang etnis. ras, dan agama yang berbeda Sebagay produk
budaya bangsa Indonesia maka didalam  UUL 1945 terkandung mba-nila
(value svstem) spiritual dan agamis vang berbeda dengan sistem nilai-nila
penjajahan.

Jadi yang membedakan dengan negara baral seperti Amerika Serikat
adalah faktor budaya Latar belakang penyusun UUD 1945 adalah pribumi,
sedang penyusun Konstitusi Amerika adalah kaum pendatang (imigran).
Mouvast para amgran  (u datang ke Amerika adalah mencan  dan
mendambakan  kebebasan yang tidak diperolehnya dan negara asalnya,
sedungkan penduduk ashi Indonesia bukanlah pendatang, hanva berasal dan
beragam etmis vang menenatng penindasan atas kemerdekaan dan cenderung
memlihara dan mempertahankan harmonisasi nilai-nila kehidupan masyarakat.

Perbedaan cara pandang karena pertimbangan hlosofis, historis dan
sosiologis sebagaimana diuratkan diatas berdampak terhadap cara pandang
bagaimana seharusnya perlindungan atas hak asasi manusia tersebut. (Roml
Atmasasmita, 2001129 - [30)

Dan untuk lebith memaham: konsep tentang hak asasi manusia di
Indonesia, kita dapat menyingkap pemikiran-pemikiran vang mengiringi pada
wahtu pmﬁh:mukan ULD 1945 pemikiran tersebut mengarah pada upava
untuk mencart ttk temu antara 2 pola, yaitu tentang kekuasaan negara yang
cenderung untuk melegihimasikan dirg  dan tudak mau dianding) dengan
kekuasaan lan d satn pihak, dan di pihak lain adalah tenang hak dan
kebebasan individu vang senantiasa ingin memperoleh kebebasan vang seluas-
luasnya. Pemikiran tersebut tidak hanya dijangkau dengan pemahaman teoritik,

tetapi langsung menyangkut sifat dan hakikat manusia seperti terwujud dalam
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hasil budayanya, baik diingan dan segs enik, moral, agama, sosal, pohtik.
ekonom serta pertahanan keamanan. (Soehardjo 88, 1993:2)

Dan pergulatun pemikiran seputar penyusunan UUD 1945, dapat
disimpulkan beberapa hal Pertama,  bahwa pemimpin-pemimpin bangsa
(founding farhers) pada waktu itu tidak hanya memiliki pengetahuan tentang
teori-teort  dan  lalsafah  politik, tetapi juga mempunvai  pengalaman-
pengalaman dalam pergerakan politik selama penjajajhan Belanda dan Jepang
Kedua, bahwa sikap merekan yang tidak atau kurang menyetujui dicantumkan
hak asast manusia dakim Konstitusi adalah akibat kekecewaan janji-janji
kosong oleh pemyajah yang membawa bangsa Indonesia pada penderitaan,
Ketiga, bahwa mercka telah berhasil menyusun landasan falsafah bag negara
vang akan didirkan itu dalam suatu naskah |, yvaitu Plagam Jakarta. Plagam
Jakarta setelah dilakuakn beberapa perubahan kemudian dijadikan mukadimah
LIUD 1945 dan terbuktl dapat mempertahankan cksistensi bangsa dan negara
hingga saat ini. (Sochardjo 88, 1993.7)

[31 dalam batang tubuh UUD 1945, pengakomodasian pelaksanaan hak
asust manusia sudah ada. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam batang tubuh
ada dua fose, vang pertama adalah fase sebelum dilakukan amandemen dan
yang Aedua sctelah amandemen. Pelaksanaan hak asasi manusia sebelum
dilakukan amandemen adalah sebagar berikut |
I. Pasal 27

(1) Segale warga negara bersamaan kedudukannva di dalam hukum dan
pemerintahan dan wijib menjunjung tinggi hukum dan pemernintahan
itu dengan tidak ada kecualinva,

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjuan dan penghidupan vang
lavak bagr kemanusigan,
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2. Pasal 28
Kemerdekaan berserikat. berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
3 Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Fsa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaanva iy
4. Pasal 30
(1) Trap-tiap warga negara berhank mendapat pengajaran
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang
5, Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
(2) Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  sistem
pengajaran nastonal vang diatur dengan undang-undang
6. Pasal 32
'emerintah memajukan kebudayaan nasional
7 Pasal 33
(1) Perekonomuan disusun sebagan usaha bersama berdasar aws azas
kekeluargaun
(2) Cabang-cabung produkst yang penting bagi negam dan  vang

menguasa hagat idup orang banvak dikuasai eleh negara
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(3) Bumi. air dan kekayaan alam vang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnva kemakmuran

rakvil

8. Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

- Pada saat akhir pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Socharto,
pemikiran untuk mengamandemen mular terbuka. Ide untuk  melakukan
perubahan ULID 1945 salah satunya adalah untuk membebaskan Indonesia dari
krisis multe dimensional yang menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997
Pada Sidang Umum MPR RI 1999 vang merupakan sidang pertama dari MPR
hasil Pemilu 1999 vang dinilai paling demokratis sejak orde baru, dihasilkan
amandemen pertama UUD 1945 Amandemen pertama belum dilakukan
perubaban tentang peluksanaan hak asasi manusia.

Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dihasilkan perubahan yang
signifikan terhadap perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 26
UUD 1945 yang menjamin  kemerdekaan berserikat dan  berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan, pada perubahan kedua tahun
2000 ditambah dengan satu bub yang mengatur tentang hak asasi manusia
(Baba X .ﬁ:} berisi 10 pasal hak asasi manusia, Secara umum perubahan kedua
UUD 1945 suduh mengakomodir pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia
Pelaksanaan hak asast manusia vang diatur dalam UUD 1945 setelah

amandemen kedua tahun 2000, adalah -
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- Hak persamaan, meliputi
- Pasal 28 £
(1) Seuap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
(2) Setigp orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
mevatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninva
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
mengeluarkan penaapat
- Pasal 281
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikitan dan hatt nurani, hak beragama, hak untuk udak
diperbudak, hak untuk diakut sebagai pribadi dihadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum vang berlaku
surut adalah hak asas)i manusia yang tudak dapat dikurangi
dalum keaduan apapun
(2) Setiap orang herhak bebas dan perlakuan vang bersifat
diskriminatil” atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan vang bersifat disknimimatit itu
(3) Idenuitas budava dan hak masyarakat tradisional dihormati
selarns dengan perkembangan zaman dan peradaban
(4) Perlindungan, pemujuan, penegakan dan pemenuhan hak asas
manusia adalah tanggung jawab negara. terutama pemerintah
(3) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesua

dengan  prinsip  negards  hukum  vang  demokratis, maka
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pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur. dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 28 ]

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasit manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannva, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk  menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
laimn dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesua dengan
perumbangan moral, nilai-nilai  agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam Suatu masyarakat demokratis.

2. Huk sosial, ckonomi dan budaya, meliputi
- Pasal 28 A
Seniap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya
Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentk keluarga dun melanjutkan
~ keturunan melalu perkawinan yang sah
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dar kekerusan dan
diskriminasi
- Pasnl 28 C
(1) Setiap orung berhak mengembangkan din melalur pemenuhan
kebutuhan  dasarnya, berhak mendapat. pendidikan  dan

memperoleh mantaat dari 1lmu pengetahuan dan teknologr, sen
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dan budaya, demi meningkatkan hualitas mdupnya demi
kesejahteraan umat manusia

(2) Setiap orang berhak untuk memasukan dinnva dalam
memperjuangkan haknya secara kolektil’ untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya

- Pasal 28 [

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan jamian, perlindungan dan
kepastian huk'urﬁ yang adil serta perlakuan vang sama
dihadapan hukum

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan vang sama
dalam pemerintahan

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

- Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomumkas: dan memperoleh informas
untuk  mengembangkan pribadi dan lingkungan, serta berhak untuk
mencart,  memperoleh.  memiliki.  menyimpan,  mengolah,  dan
menyampatkan informasi dengan menggunakan segala jems saluran vang
Lersedin

3. Hak Politik, meliputy

- Pasal 28 Gi

(1) Setiap orang berhak atas perhndungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan,  martabat, dan  harta benda  vang  dibawah
kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dani
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ancaman ketakuatan untuk berbuat sesuatu vang merupakan hak
S S|

(21 Setap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
vang  merendahkan derajat martabat manusia dan berhax

memperoleh suaka politik darn negara lan

3.2 Kedudukan dan Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

dalam perwujudan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan
berdasarkan keputusan Presiden R.1 Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Jun
1993 keberadaan Komnas HAM  karena rekomendasi dari Konferens: Hak- .
Hak Asasi Manusia di Wina (Austria) 1993, disusul kemudian dengan
pengangkatan anggota Kompas HAM  dengan Keppres Nomor 455/M/1993
vang menetapkan 23 angeota Komnas HAM yang pertama

Kehadiran Komnas HAM banvak menimbulkan perbedaan-perbedaan
pendapat dan visi dari elite-clite politik, negarawan dalam hal memandang
nilat-nilal kemanusiaan di Indonesia. Berbagai kritik dan saran menjad: alasan
konstruktit dalaam pembenahan sistem demokrasi di Indonesia dalam arti vang
sebenamya. - Menurut Baharuddin Lopa menyebutkan bahwa banyak kritik
vang timbul sehubungan dengan dibentuknya Komnas HAM tersebut karena
4. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden;

b Anggota Komnas HAM ditunjuk Ingsung oleh Presiden,
¢ Kegatan Komnas HAM dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran
sekretaniat negara. (dalam Maulana Hassan Wadong, 200099 - 100)

Keberadann Komnas HAM menjadi lebih baik setglah dikeluarkannya

Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia vang memberikan
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kewenangan kepada Komnas HAM untuk menjalankan fungsi dan tugas vang
menyangkut hal-hal yang beraspek kemanusiaan dengan menjalankan fungsi
pengkajian. penelitian, penyuluhan, pemantauan dn mediasi tentang hak asas
manusia,

Disabkannya U Nomor 39 Tahun 1999 merupakan sebuah langkah
posiif bagi Komnas [IAM. Seccara finansial, anggaran Komnas HAM
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak
lagi tergantung apada anggaran dari Setneg. UU Nomor 39 Tahun 1999 juga
memben kewenangan kepada Komnas HAM untuk mengajukan kasus
pelanggaran hak asasi manusia kepada pengaadilan. Walaupun mediasi tetap
scbagl metode penvelesalan Kasus tau pengaduan vang harus diutamakan,
paling tidak ada aturan yang membolehkan satw pibak vang bertikal
mengajukan kasus ke pengadilan jika pihak lainnya tidak melaksanakan
perjanjian mediasi sebagaimana mestinya. Pemberian wewenang penting
dalam penerapan hukum paling tidak dapat meningkatkan kredibilitas Komnas
HAM di mata publik. Dijelaskan lebih jauh pada pasal 76 UU Nomor 39
Tahun 1999 bahwa Komnas HAM melaksanakan tungsi pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantavan dan medias tentang hak asasi manusia.

Komnas HAM terdiri dari 4 sub komisi, vaitu . sub komisi mediasi; sub
komisi pengkajian mstrumen hak asasi manusia, sub komisi pendidikan dan
penvuluhan hak asasi manusia; sub komis) pemantauan pelaksanaan huk asasi
manusia. Adapun tugas dan wewenang dan sub komisi = sub komusi 1t diatur
dalam pasal 89 UL Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut
I Sub komist Medias berwenang melakukan

a. upaya perdamaian kedua belah pihak,
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. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negoisasi, mediasi,

kansthasi, dan pemiaan ahl;
pemberian saran kepada para pihak umtuk menvelesaikan sengketa

melalut pengadilan;

. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelangearan hak asasi

manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
penyampalan reckomendasi alas kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada DPR R.I untuk ditindaklanjuti.

2. Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia, berwenang

melakukan :

i

pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi
manusia  dengan  tujuan  memberikan  saran-saran  mengenal

kemungkinan aksest dan atau raufikast;

pengkanan dan penclitian berbagai peraturan perundang-undangan

untuk memberikan rekomendast mengenai pembentukan perubahan,
dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

hak asasi manusiy,

s penerbitan hastl pengkapan dan penelitian;

studt kepustakaan, studi lapangan dan studi banding i negara lamn

mengenai huk asasi manusia;

. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan,

penegakan, dan pemajuan hak asas) manusia,

kerja sama pengkajian dan penelitian dengan orgamsasi lembaga mas
pihiak laimnva. batk ungkat nasional, regiona!, maupun itermasional
dulum bidung hak asast manusia
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3 Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia berwenang

melakukan ;

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada

masyarakat,

b. melakukan upayta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi

c.

manusia melalul lembaga pendidikan formal dan non formal serta
berbagai kalangan lainnva;

menjalin kerjasama dengan organisas, lembaga atau pihak lamnya.
baik tmgkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak

AsSUs] manusta,

4. Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia berwenang

melakukan

i

pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan
hasil pengamatan tersebut,

- penvelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa vng timbul dalam

masyarakat vang berdasarkan sifat dan lingkupnya patut diduga
terdapat pelanggaran hak asasi manusia,

pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak vang
dradukan untuk dimintai dan didengar keterangannya,

- pemanggtlan saks) untuk dimintar dan didengar kesaksiannya kepada

sakst pengadu dimintal menyerahkan bukt yang diperlukan,

- pemmpauan di tempat kejadian dan tempat lminnya yng dianggap perlu;

- pemanggilan kepada pihak terkait untuk memberikan keterangan secam

tertulis atan menyerahkan dokumen yang diperlukan sesua dengan

ashinya dengan persetujuan Ketua Pengadilam,
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g pemertksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan
lempat-tempat lainnya yang diduduki  atau dimibiki pihak tertentu
dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan
terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan,
bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi
manusia dalam masalah publik dan acar pemeriksaan oleh pengadilan
vang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan
oleh hakim Repada para pihak,

Keberadaan Kommnas HAM semakin kuat dengan adanva ketentuan
pada pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia yang menyebutkan bahwa Komnas HAM adalah penvelidik terhadap
pelanggaran hak asasi manusia vang berat. Untuk mendukung tugas tersebut
Komnas HAM membentuk tim ad hoc vang terdin atas Komnas HAM dan
unsur masyarakat. Wewenang dari Komnas HAM sebagai penyelidik tunggal
terdapat dalam pasal 19 UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah
a. melakukan penvehlidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang umbul

datam masyarakat vang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga
terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b menerima laporan atau pengaduan dari seseorang alau kelompok orang
tentang pelanggaran hak asast manusia yang berat, serta mencan keterangan
dan barang bukti,

¢ memanggil pthak pengadu, Korban atau pihak yang diadukan untuk dimintai
dun didengar keterangannya;

d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya,
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comenmpau dan mengumpulkan keterangan diempat kepadian dan tempat
lainnya vang diangeap perlu:
I memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau

menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ashnya:

To

- atas perimah penyidik dapat melakukan tindakan berupa
| pemeriksaan surat;
2. penggeledahan dan penyitaan;
3. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan
tempat-tempat laimya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

4. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan

Dalam rangka menjawab tuntutan publik akan adanya angeota Komnes
HAM vyang independen, concern terhadap masalah hak asasi manusia,
berdedikasi tinggi serta memenubi asas pluralitas, maka komnas HAM
menerapkan strategi baru dalam proses perekrutan anggota baru Komnas
HAM. Untuk pertama kalinya Komnas HAM melibatkan peran serta
masyarakat dalam penerimaan anggota,

Dalam rapat Paripurna Komnas HAM tanggal 3 April diputuskan
bahwa jumlah anggota Komnas HAM mendatang berjumlah 25 orang, dengan
pertimbangan bahwa Komnas HAM sedang mengajukan amandemen terhadap
UU Nomor 39 Tahun 1999 yang memuat ketentuan jumlah anggota Komnas
HAM scbanvak 35 orang (pusal 83 ayat(1)). Anggota Komnas HAM untuk
periode 1998 — 2003 adalah 18 orang. Berdasarkan hal tersebut maka pnitia
seleksi anggota Komnas HAM akan menjaring 14 nama calon anggota vang
setelah disahkan di sidang Paripurna Komnas HAM maka akan diteruskan ke
DPR untuk akhirnva dipihih 7 orang sebagai anggota Komnas HAM  Panitia
seleksi anggota Komnas HAM berjumlah 13 orang vang terdiri dari berbagai
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clemen unsur dalam masyarakat, antara lain © perguruan tinggl. lembaga
swadaya masyarakat. Komisi Hukum Nasional, Komnas Anti Kekeasan
terhadap Perempuan, Komnas Perlidungan Anak, Komisi Ombudsman
Nastonal, perwakilan media massa dan 3 orang anggota Komnas HAM  (Suar.
200111}
Upaya i dilakukan agar  bisa mendapatkan figur anggota Komnas
HAM sang  hepnar-benar  concern  dengan masaluh  hak asasi manusia.
independen, berdedikas) tinggl dan dapat diterima masyarakat. Prof Dr
Baharuddin Lopa, mantan Sekretans Jenderal Komnas HAM  menyusun
kriteria keanggotaan dan ketua Komnas HAM, sebagai berikut -
I, seorang kandidat anggota, terutama ketus, hendaklah memiliki
profesionalisme  dengan tugas hak asasi manusia sekaligus memiliki

integritas moral vang terpuji;

]

memiliki wawasan vang luas sehingga mampu membaca setiap situas) vang

mempengaruhi pelaksanaan tugas perlindungan hak asasi manusia dengan

segala aspeknya;

3. kandidat hendaknya betul-betul orang yang bersedia mengabdi untuk
kepentingan rakyat kecil, karena kenyataan selama ini rakyat kecil yang
phing banyak memerlukan bantuan perlindungan hak asasi manusia,

4. calon ahggota dan ketua hendaklah mampu menjaga kemandirian lembaga
agar senantiasa dapat mengemban dan meyelesaikan tugasnya secara adil
dan obyektif: (Baharuddin Lopa, 1999101 = 102)

Dengan kemampuan seperti itu diharapkan Komnas HAM mampu
membaca situast yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia
sehingga dapat dilakukan antisipasi yang tidak terlalu berbeda dengan
kenyataan di lapangan
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3.3 Kedudukan dan Peranan Pengadilan Hak Asasi Manusiz Ad Hoc
dalam Penvelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia vang Berat Ji

Masa Lalu

Demokratisast akan sulit terwupud tanpa memben keadilan  bagi
korban-korban praktek politk kekerasan dan rezim otoriter masa lalu Mereka
adalah korban penviksaan, penangkapan dan penahanan secarn semena-mena.
pembunuban diluar hukum (exrra judicial killing), penghilangan paksa dan
perkosaan sistematis vang kesemuanya merupakan pelanggaran hak asasi
manusia vang beral

Negara sebagal penanggung jawab perlindungan dan penegakan hak
asast manusia dituntut untuk membawa pelaku pelanggaran hak asas: manusia
ke pengadilan, karena tanpa proses hukum atas pelaku pelanggaran hak asasi
manusia hanya akan melanjutkan lingkaran kekejaman dan ketidakadilan
Tuntutan keadilan dun harapan imilah vang mewarnai lahirnya UL Nomor 26
tahun 2000 Temang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Persolan berkutaya
adalah sejauh mana pengadilan hak asasi manusia sanggup memenuhi tuntutan
dan harapan tersebut. Dalam UL Nomor 26 tahun 2000 terdapat empat
persoalan penting, yaitu persoalan retroaktit) lingkup kejahatan vang harus
dibawa ke pengadilan hak asasi manusia, jaminan tmparsialitas  dan
independensi

Azas retroaktl dianut oleh UU Nomor 26 tahun 2000 seperti
disebutkan dalam pasal 43 bahwa pelanggaran hak asasi manusia vang berat
vang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 tahun 2000 diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk dengan Keppres setelah
mendapatkan rekomendasi dart DPR R 1.
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Hak asas) manusia di Indonesia sebagammana disebutkan pada pasal 28
uyvat (1) LILD 1945 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak
distksa, hak kemerdekaan pikiran dan hat nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakur sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia vang tidak dapat dikurang) dalam keadaan apa pun.

Dan  negara, terutama  pemerintah  bertanggung  jawab  atas
perlindungan, penepakian dan pemenuban hak asasi manusia di Indonesia,
seperts tereantim dalam pasal 28) avat (4) UUD 1945, Pada aval (5) dijelaskan
bahwa untuk menegakan dan melindung) hak asasy manusia sesum dengan
prnsip negara hukum vang demokratis. sesual dengan prinsip negara hukum
vang demokratis, maka pelaksanpan hak asast manusia dijamin dan diatur
dalum peraturan perundang-undangan

Sepertt telah disebutkan di atas bahwa ada perbedaan vang saling
bertolak belakang antara pasal 281 UUD 1945 dengan UU Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada UIUD 1945 secara implisit
dijelaskan bahwa orang bhanya dapat dituntut dengan menggunakan hukum
vang tidak berfaku surut, sedang UL Nomeor 26 Tahun 2000 menganut asas
berlaku surut

Menurut Romli Atmasasmita pemberlakuan asas hukum berlaku surut
di Indonesia masih dilematis karena beberapa sebab, yaitu

L pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan peristiwa bary
dalam sejarah bangsa Indonesia dan belum adu pengaturannya dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
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2. pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak identik dengan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
untuk itu larangan penfssiran analogi tetap berlaku;

3. pemberiakuan surut UU Nomor 26 Tahun 2000 dengan muatan materi
mengenal ketentuan pidana disatu sisi melanggar asas hukum tidak
berlaku surut, tetapi disisi lain, jika asas hukum tidak berlaku surut
diabaikan berarti KUHP diberlakukan terhadap pelangparan hak asasi
manusia yang berat. Hal im berarti pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dianggap sama dengan kejahatan biasa (ordinary crimes). (Roml
Atmasasmita, 2001 145 - 146)

selain itu menurut Djoko Soegianto bahwa hukum internasional
Juga ikul menentukan batasan-batasan terhadap sikap negara-negara vang
menerima Mternational Human Rights Instruments vang bersangkutan Sistem
manapun yang dianut oleh suatu negara, mereka berkewajiban menghormati
kewajiban-kewajiban menurut hukum intermasional Prinsip fundamental dan
pacta sunt servanda tersebut telah dibakukan dalam Vienna Convention on the
Law of Treaties 1969 Dikenal ada 2 teon mengenai soal tersebut di atas

. Teori Monism. Teori ini berpendapat bahwa hanya ada satu sistem

tunggal mengenat hukum dan hukum internasional merupakan bagian

dart padanya disamping berbagai cabang dari hukum nasional Dan
berpaham bahwa sebuah treaty adalah bagian vang membentuk hukum
domestik dan dumggap mempunyar status “hukum sendin”™

2 Teort Dualism Teori inr mengajarkan bahwa hukum internasional dan
hukum nustonal merupakan sistem hukum vang termsah. Untuk ity
perlu tinduk Tanjut agar hukum internasional mempunyai kedudukan

legal dalam tertitb hukum nasional  Pendirian dari negara-negara
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penganut teort im adalah diperlukan suatu undang-undang kKhusus untuk
mentranstormasikan suatu instrumen hak asasi manusia internasional
menjadi hukum nasional Namun langkah tersebut tidak diperlukan lags
apabila hukum dart negara vang bersangkutan atau putusan pengadilan
secara cukup mengakomodasikan penerapan dari ketentuan-ketentuan
dalam kovenan/ treaty vang bersangkutan

(Djoko Socgianto, 20016 - 7)

Dengan paparan di atas maka polemik antara UUD 1945 dengan UU
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat
dijembatani. sehingga tidak terjadi ketidak sesuaian materiil UU Nomor 26
Tahun 2000 dengan UUD 1945, Dan ditegaskan pula pada pasal 28j avat (2)
LUD 1945 vang menyebutkan bahwa dalam menjalankan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuln tantutan yang adil
sesual dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban
umum dalam masyarakat demokratis.

Cakupan UL Nomor 26 Tahun 2000 seperti tercantum dalam pasal 4
hanva dibatasi pada pelanggaran hak asas) manusia yang berat, yaitu kejahatan
gﬂﬁﬂﬂlda dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
Bentuk pelanggaran hak-hak sipil dan politik tudak diakomodir Dalam praktek
pengadilan hak asasi manusia diberbagatl negara memang terdapat pembatasan
otoritas peradilan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat
(gross violatton of human rights)

Pengadilan HAM ad hoc yang berwenang mengadili pelanggaran hak
asast manusia vang berat di masa lalu (pasal 43 UU Nomor 26 Tahun 2000)
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yang dalam pembentukan sangat tergantung pada’ DPR. mengesampingkan
prinsip imparsialitas, karena dengan ketentuan ini maka akan membuka
peluang terjadinva tawar menawar atau negoisasi politik,
Keppres Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan
HAM ad hoc Pelangparan hak asasi manusia di Timor Timur Pasca Jajak
Pendapat 1999 dan Keppres Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc pelanggaran hak asasi manusia peristiwa Tanjung
Priok 1984 dibentuk karena adanya resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor
1264 Resolusi itu memberikan kewajiban internasional secara mandatory
kepada pemerintah Indonesia untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab
atas terjadinya kekerasan di Timor Timur setelah jajak pendapat, September
1999 melalui Pengadilan HAM ad hoe dan menurut Piagam PBB, Indonesia
secara Hukum terikat dengan resolusi tersebut. Demikian pula urgensi
dibentuknva pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa Tanjung Priok 1984
DPR mengeluarkan rekomendasi mengenai perlunya pengadilan HAM ad hoc
setelah adanva permintaan dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah
menerima rekomendas) adanya pelanggaran l:lak asast manusia vang berat dari
Komisi Penvelidik hak asast manusia (KPP HAM) Tanjung Priok vang
dibentuk Komnas HAM
| Tanggung jawab penyelenggaraan Pengadilan HAM ad Hoc tidak
hanva terletak pada komitmen politik Presiden (eksekunf), legislaut dan
vudikatit” serta TNI/ Polri saja. Lebih dar itu, masyarakat dam media massa
juga memegang peranan vang kuat untuk mendukung penyelenggaraan
Pengadilan HAM ad hoc denpgan peduli dan kritis dalam mengawasi jalannya

pengadilan HAM ad hoc Dengan demikian harapan agar Pengadilan HAM ad
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hoc menjadi sebuah Kesungguhan upaya penegakan hak asasi manusia di

Indonesia. ( Suar, Nomor 8 bulan Maret 2002)

3.4 Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekounsiliasi dalam Upaya

Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Indonesia mengalami sejarab hitam kejahatan terhadap kemanusiaan
hampir sepanjang usia negara ini. Tidak semua kejahatan melawan
kemanusiaan dapat diadili dan dihukum oleh Pengadilan HHAM. Berbagai
permasalahan yang merupakan warisan rezim sebelumnva maupun yang
muncul belakangan tidak bisa didekati dengan penyelesaian secara hukum
hiasa

Menurut Asmara Nababan, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, upaya
penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus yang muncul dimasvarakat tidak
bisa dijalankan dengan semestinya oleh pemerintahan sekarang. Sementara
soal-soal lama belum diselesaikan, berbagar persoalan baru terus bermunculan
Semua persoalan tiduk ukan bisa diselesaikan jika kita tidak segera membentuk
Romis Kebenaran dan Rekonsiliasi dan kemauan tinggi untuk mendukung
berjalannva kerja komist tersebut secara maksimal. (Kompas, 18 November
20000)

/ o

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan
Hak  Asast Manusia pada pasal 47 disebutkan bahwa tdak tertutup
Remunghinan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia vang berat vang
terjady sebelum berlakunva LIL Nomor 26 tahun 2000 untuk diselesaikan olel
Komist kebenaran dan Rekonsihas

Rancangan  Undang-undang  tentang  Komisi.  Kebenaran  dan

Rekonsthiast (RULDKKR) sudah diserahkan kepada pemerintah kepada DPR
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sekitar bulan Juli 2001 lalu, masyarakat sendiri belum sempat mengenal RUU
KKR 1tu dengan baik. RULT KKR agak dilupakan karena kalah dengan isu-isu
politik menjelang kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid

Romisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan suatu konsep vang
dianggap bisa menyelesatkan masalah politik dan rasa keadilan masyarakat di
muasa  transisi  demokrasi saat ini, konsep yang memberikan peluang
penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu Konsep lersebut
antara lain konsep untuk memberikan penghukuman kepada semua pihak vang
lerlibat dalam  kejahatan kemanusaiaan di masa lalu, rehabilitasi serta
kompensasi bagi korban kejahatan serta rekonsiliasi antara pelaku dengan
korban kejahatan,

Konsep RULI KKR tefah mengalami 15 kall perbaikan dan akan
memasukan trauma korban lejahatan hak asasi manusia. Trauma psikologis
vang dialami korbun dan saksi korban juga harus mendapal perhatian konsep
il merupakan sat| diantara formula ving divakini akan membawa Indonesia
keluar dan kemelut politik vang ndak bisa lepas begitu saja dan kejahatan hak
usust manusia masa lalu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menggansbawah,
pengakuan adanya kepghatan kemanusiaan di masa lalu dengan harapan agar
kejahatan serupa bdak terulang di masa vang akan Jatang (Asasi. Oktober
20007 )

Pembentukan Komist Kebenaran dan Rekonsihias) didasarkan pada
ASUS-A5Us h'l:nki.l.[ Ii.!lhih"r'llh 1ni
|, kemandirian,

2. bebas liduk memihak
. keadilun,

4. Kejujuran

i
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5. keterbukaan: dan

{1, perdamuian

Komisi kebeparan dan Rekonsihast mempunyar fungs: kelembagaan

vang bersital publik untuk mencan dan mengungkapkan Kebenuaran atas

pelanggaran hak asas) manusia vang berat dan melaksanakan rekonsilias

Untuk menjalankan fungst publik tersebut Komisi Kebenaran dan Rekonsilias)

mempunyan tugas -

il

b.

menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau keluarga
korban,

melakukan penvehdikan dan Klurifikas) atas pelanggaran hak asasi manusia
yang berat;

memberikan rekomendas: kepada presiden dalam hal permohonan amnest;
menyampatkan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian
Kompensasi, restitusi atau rehabilitasi;

menyampatkan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan
tugas dan wewenang berkanan dengan perkara vang ditanganinya kepada
Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Mahkamah Agung,

Berkaitan dengan tugas tersebut di atas, dalam pasal 4, 5, 6 RUU KKR,

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai wewenang -

a.

melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ’

h. meminta keterangan kepada korban, pelaku dan atau pibak lain di dalam

C.

maupun di luar neger,
mendapatkan dokumen resmi milik imstansi sipil dan militer serta badan-
badan swasta, baik vang ada maupun di luar negeri;
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melakukan koordinast dengan nstans: terkait, baik di dalam maupun luar
negert untuk meberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, pelaku. dan
barang bukir

memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan
kesaksian.

memutuskan pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi.

menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi atau amnesti,

apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menjalankan dan

melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyal tga sub komisi, vaitu

Sub Komisi Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi;, Sub Komisi Pertimbangan

Amnesti: Sub komisi Penyelidikan dan Klarifikasi. Sub Komisi Kompensast,

Restitust dan Rehabilitas: mempunyal wewenang

i

membuat pedoman pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi
bagi korban atau keluarganya

melakukan klarifikas kepada korban dan memeriksa kelengkapan syarat-
syarat permohonan dalam rangka pemberian kompensasi, restitusi dan

rehabilitasi kepada korban atau keluarganya,

‘mengusulkan kepada  Komisi  bentuk-bentuk pembenian  kompensast,

restitusi dan rehabilitast vang bersiiat umum untuk memulihkan hek dan

martabut korban dan atau keluarganya,

Sub Komist Pertimbangan Amnesti mempunval wewenang
menerima pengakuan tentang pelanggaran hak asas) manusia yang berat
yang terjadi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru,
menyusun kriteria, syarat dan tata cara permohonan amnesti untuk

pelanggaran hak asasi manusta yang berat,
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c. melakukan klarifikas: kepada korban dan atau pelaku terhadap pengakuan

dan pengingkaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Sub Komisi Penvelidikan dan Klarifikasi mempunyai wewenang -

a, menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti mengenai
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari korban atau pihak lain;

b. melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia
vang berat;

¢. mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan-
badan swasta, baik vang ada di dalam negeri maupun di luar negeri;

d. memanggil setiap orang yang terkait dengan untuk memberikan keterangan
dan kesaksian:

e mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran
hak asasi manusia yang berat,

. menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asast manusia vang berat
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000;

2. membentuk umt penvelidikan dan klarifikasi.

Apabila kita cermati ketentuan tersebut di atas maka kita akan melihat
bagaimana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memang didesain sebagai
altérnatl” - penyelesaian  pelanggaran  hak asasi manusia  RUU KKR
memberikan peluang untuk dilakukan islah (perdamaian) antara pelaku dengan
korban pelanggaran hak asasi manusia vang berat Komisi Kebenaran dan
Rekonsihiasy dan merekomendasikan agar kepada pelaku diberikan amnest
Pada pasal 27 RUU KKR mengatur ketentuan bahwa apabilu antara pelaku da
korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat vang terjadi di masa Orde
lama dan Orde Baru telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka

komist dapat mempertimbangkan pembernian Amnestt Jika amnest diberikan
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oleh Presiden muka pelaku tdak dapat dilakukan tuntutan pidana maupun
perdara

Keanggotaan  Komisi  Kebenaran dan  Rekonsiliasi  diperoleh
berdasarkan seleksi dan pemilihan nEt:H Komnas HAM, dan suatu dafiar
nominast vang diajukan oleh perorangan, kelompok orang, atau organisasi
kemasyarakatan. Pamitia selekst mengusulkan 60 orang vang telah memenuh
persvaratan kepada Komnas HAM, kemudian oleh Komnas HAM dipilih
sebanyak 30 orang dan 60 orang vang diajukan oleh panitia seleksi Komnas
HAM mengajukan 30 orang yang terpilih kepada DPR untuk memperoleh
persetuyuan

Untuk menghindan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi forum
untuk memberikan blanko amnesti atau impumty kepada pelaku pelanggaran
hak asasi manusia, maka dicantumkan Kriteria-kriteria pelaku vang bisa
mendapatkan amnesti. Hanya pelaku yang memenuhi syarat tertentu yanitu
pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, kesediaan meminta maaf, dan
kondisi dari kasusnya yang menjadi pertimbangan bagi untuk diberikan
amnesti. Menurut pasal 40 RUU KKR, Pengadilan HAM ad hoc tidak
mempunyal wewenang menyelesaikan pelanggaran hakl asasi manusia vang
berat yang sudah diselesaikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsihasi
(Abdul Hakim G Nusantara, 2001 2 - 6)
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

b

Lad

Pelaksanaan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 secars umum sudah
lengkap. Pelaksanaan hak asast manusia yang terdapat dalam LIUD 945
antara lain - hak kolekuf terdapat dalam pembukaan UUD 1945 hak
persamaan meliputt pasal 27 ayat (1), 28E, 281, 28J, dan 30; hak sosial.
ekonomi, dan budava mehiputi pasal 27ayat (2), 28A, 28B. 28C, 28D, 28F .
29,31, 5235, dun 34, hak politik meliputi pasal 28 dan pasal 28G

Sehuah fanghah positif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan
dirauikasinvg Komnas HAM dalam UL Nomor 39 Tahun 1999 lentang
Hak Asast Manusit Komnas 1AM berwenang untuk mengajukan pelaku
pelangearan hak asasi manusia, vang juga semakin diperkuat dengan UL
nomar 26 tahun 2000 tentang Penpadilan Hak Asasi Manusia yang
menggariskan bahwa Komnas HAM sebagai penyelidik tunggal pada kasus
pelanggaran  hak asasi manusia yang berat  Komnas HAM Juga
menjalankan fungst pengkajian, penelitian, pernyvuluhan, pemantauan dan
mediasi tentang hak asast manusia

Cakupan UL Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengachlan Hak Asasi
Manusia pada pasal 4 hanya dibatasi pada pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik tidak
diakomodir.  P'embatasan  tersebut  berdasarkan  pada praktek-praktek
pengadilan hak asast manusia di berbagal negara vang. membatasi otoritas
peradilan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Pengadilan HAM ad hoe dibentuk pemerintah berdasarkan Keppres setelah
mendapat usulan dary DPR dari kasus-kasus vang terjadi.

Untuk melakuakn rekonsiliast nasiona dibutuhkan Komisi Kebenaran dan
Rekonsilias) yvang akan muenyelidiki pelanggaran hak asasi manusia vang
berat yang terjadi di masa laly kemudian ditindaklanjuti dengan pembernian
kompensasi  dan  rehabilitasi bagi korban atau keluarganva dan
mengusulkan pemberian amnesti dari Presiden kepada pelaku yang jujur

dan menyatakan penyesalannya

4.2 Saran

|

kb

L

Perlu  dibentuk  peraturan perundang-undangan yang menjabarkan
pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945 agar dapat diterapkan
dengan efekul didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Sebaiknya pencantuman pelaksanaan hak asasi manusia di dalam ULD
1945 dilakukan dengan lebih selektif sehingga tidak tenadi aturan vang
sama dengan ketentuan vang telah ada sehelumnya.

Segera dibentuk perwakilan-perwakilan Komnas HAM didaerah, tidak
terbatas pada daerah konflik, tetupl jugn dacrah-daerah vang amun dan
damai untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia

- Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih merata dan mengena tentang

pentingnya  perwujudan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  pada
masyarakat,

- Segera  dibentuk  Pengadilan  HAM  di dacrah-daerah agar proses

pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dapat berjalan efeku
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6. DPR harus mengedepankan asas Kkeadilan dalam memutuskan atau
merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, bukan
berdasarkan pada sudut pandang politik belaka,

7. Segera disahkan RUU KKR menjadi Undang-undang Komisi Kebenaran

dan Rekonsilias
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nntuk menfamin pengoukiuan serta penghormatan alas
Dk dun kebebasan oruag lain dust unnk mreirenhi
untutan yang adil sexwal dengan pertimbungan moral,
nilai-nilai agama, keamcnan, dan Eerectiban. untn
dufam st masvarakat deiakralis.

BAB Xl
Agami

Pasal 29

Megara berdasarkan atas Ketuhanan Yane Maha Esa.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap - nduduk

iy

(2)

i

(2

(3)

(4}

()

untik memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya ity

BAB X
Pertabanan Negara

- Perubahan keduas tahun 2000 judul bab diubah menjadi
Pertalnnan don Keanraman Nepara

Pasal 30

Tiop-tiap whiga pegara herhak dan wajib tkut gera
dalmn wsaha ponbelasn negam.

Syarat-syarat tentang pembelaan diater dengan undang-
unddang

— Perubiahan kedua tahun 2000 Pasal 30 diubah menjad:

Tiap-tidp wergae negara berfiak dqn wajih fa 1o
dilam wsaha pertahanan dan keqmanan pegard.
Usaha pertahianan dai keamanan negara dilakeanakan
piclalué sisiem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh Tentara Nasienal Indonesia dan
Kepolizian Negara Republik Indonesia, sebagat
kekuatan wtama, dan rokyai, sebagai kekuatan
pendikung.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Anghatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai
alat negara bernugas mempertahankan, mclindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alar
negara yang menjaga Leamanan dan ketertiban
masyarakat berfugos melindungi, menguyomi, melavant
masyarakat, serta menegakkan hukur.

Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan
kewenangan Tertara Nasional Indonesic dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia di delam
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan
warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan
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negara, erta lal-hal vang terkait dengan pertahanan
dien keamanan diatur dengan wndang-umdang.

BAB X111
Bendidikan
Pasal 31
(1} Tap-tiap warga nepam berhak mendapar pengnjaran.
{23 Pemerinml mengusaliakan dan msnyelenggarakan saty
sistem pentafarin nasional, yang diater demgan andomng-
updang,
Pasal 31
Pemenntah memajukan Kebudayaan nasional Indone-
A
BAR XIV
Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
(1} Perékdnomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan,

(2} Cabang-cabang produksi ying pentimg bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara:

(3] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasa: oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat,

Pasal 34
Fakir mishin dan anak-anuk yang terlantar dipelihara
aleh negara

BAB XV
Bendera dan Bahasa

= Parubahan kedua tahun 2000 judul bab diubah menjadi

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kabangsaan

rasal 3o
Bendern Negamn Indoncsia lab Sang Merah Putih

P’asal 36
BBabasa Negara ialah Bohaosa Indonesia

= Perubahan kedua whun 2000 Bab XV ditambah viga
pasal menjadi
Pazal 64

Lanbang Negara falak Garuda Peaneasilic dengi.
semboyan Bhinncka Tunapal Tka

Pasal 368
Lirgu Kehangsaan ialah Indonesia Rava

Pasal 36C

Ketetuiy lebil lnjut mengenai Bepdern. Bahuse, don
Limbang Negura, serta Lage Kebangsaan diamr dengan
undang-tndang,

BAB XVI
Perubahzn Undang-Undang Dasar

Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggotzs Majelis
Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

{2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 daripada jumlah engzots yang hadir,

ATURAN PERALIHAN
Pasal |
Panitia Persizpan Kémerdekaan Indonesia mengatur dan
menyelenggarakan kepindzhan pemerintzhan kepada
Pemerintah Indonesia.
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Scpula badun negara dan peraturan)yang ada masih
Jangsung beelaku, selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar i,

Pasal 111

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilil
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk menurut Undang-Uadang Dasar in), segala
kekunsaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantusn
Komile Masional,

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam enany bulan sesudah akhimya peperangan Asia
Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan
menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar i,

{2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Pennusyawaratan
Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk
menetapkan Undang-Undang Dasar.

20°

PENJELASAN
TENTANG

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA INDONESIA

UMUM

I.  Updang-Undang Dasar, Sehagian diird Hukum Dasar

Undang-Undang Dasar suatu Negara salah hanya
sebagian dari hukummya dasar Negara . Undang-Undang
Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di
sampingnys Undang-Undang Dasar ity berlaku jugas hukum
dasar yang tidak tertulis, mlah aturan-aturan dassr yang
timbul dan terpelihara dalam prakick penyelenggaraan
Megara, meskipun tidak tertulis.

Memang untuk menyelidiki bukum dasar (droft
constitutionmel) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidila
pasal-pasal Undang-Undang Dasamys (loi comititutionnel)
saja, akan tctapi harus menyelidiki juga sebagaimana
prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistichen
Hintergrund) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara mana pun tdak dapat
dimengerti kalau hanyz dibaca teksnya saja. Uintuk mengeri
singgub-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dan
suatu Negara kita harus mempelajari juga bagaimana
terjadinya teks itu, barus diketahui keterangan-katerangannya
dan jugs harus diketahui dalam suasana apa teks it dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti aps maksudnya
undang-undang yang Xita pelajari, aliran pikiran apa yang
menjadi dasar undasig-undang itu.

1. Pokok-Pokok Pikiran dalam “Pembukasn™
Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
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111

“Negara' ~begitu bunyinya-yang mdlindungi segenap
bangsa Indonesia dan selurch tumpah darah Indonesia
dengan berdasar atas persntuan dengan mewujudkan
keadilan sosinl bagi seluruh mikyat Indonesia

Dalam “pembukaan® ini diterinia aliran pengertion
Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputs
segenup bangsa seluruhnyva ladi, Megarn menoatasi
sepali paham golongan. wengotasi serala paham
perseornnpan.  Nepard,  menurul  pengeriian
“pembukann” itu menghendaki persatuan meliputi
segenap hangsa Indonesis seluruhnya. [nilab sustu dasar
Negara vang tidak boleh dilupakan,

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
selurith rakyat.

Pokok wyang ketiga yong terkandung dalam
"pembukoan’ 1alah Negara vany berkedaulatan rakyat
berdasarkan gias kerakvatan dan penmusyaswaratan
perwakilan. Oleh karena iti. sistemn Negara yang
terbentuk datam Undang-Undang Dasar harus berdasar
atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusys-
waratan perwakilan. Memang alimin ini sesuni dengan
sifat masyarakat Indonesia,

Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam
“pembukaan’ ialsh Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab,

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar ity harus
mengandung 15 yang mewajibkan Pemenintah dan lam-
lain penyelenggara MNegara, untuk memelihara budi
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh
cita-cita moral rakyat yang [uhur.

Undang-Undang Dasar Menciptakan Pokok-Pokok
Pikiran vang Terkandung dalam “Pembukaan™
dalam Pasal-pasalnya

Pokok-pokok pikiran terscbut meliputi suasana

|

T e R P | | e el T . T o, namo sy
trechivides) yang mengunsai hukum dicar Negara, baik
hwkum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang
tidak vernudis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok
pikiran ind dalam pagal-pasaloya

IV. Undang-Undang Dasar Bersifat Singkat dan Supel

Undang-Undang Dasar hanya memuit 37 pasal. Pasal-
pasal Tain hanya memumt peralihan dan tambahan. Maka
rencana inl sangat singkat pka dibandingkan miszloya denzan
Undang-Undang Dasar Filipina,

Moka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya
migntunt aturan-sturan pokok, kanva memuat garis-gens besar
sebapgal tnstruksh, kepada pemerintah pusst don lain-lain
penyelenggaraan Negara untuk menyelengarakan kehidupan
Negam dan kesejahterann sosial. Terurama bigi Negara bary
dun Megara muda, lebih baik hulum dasar vang tenuhs e
hanya memual aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan
yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada
undang-undang yang lebih mudab caranya membust,
mengubah, dan mencabur.

Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar,

Kita harus senantinsa ingat kepada dinamik kehidupan
masyarakat dan Negara Indonesia. Masyarakat dan Negars
Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutoms pada zaman
revolusi Iahir batin sckarang ini.

Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis harus
melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Negara
indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-ges2
memben kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltimg) kepada
pikiran-pikiran yang masih mudah berubah

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh
karena itw. makin “supel” (elastic) sifatnya aturan itu, makin
baik_ Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang
Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kit
membuat undang-undang yang Ickas usang (verouderd).
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NEpda, minn semangat, semangit pam ﬁ:wn_gmmqu
Negara, semangat para pemimpin unan:_._._.urﬂ_, Meskipun
dibikin Undang-Undang Dasar yang menurt kata-katanya
bersifut kekeluargran apabila semangat para penyelenpearn
Aegara, para pemimpin pemerintahan ita bersifar
petscarangan, Undang-Uddang Dasar tadi tenty tidak ada
atinya dalom prakiek. Sebaliknya. meskipun Undang-
Undang Dasar it tidak sempurna. wkan tetapi jikalai
semangal para penyelenggara pemerintahan baik, Unding-
Undang Dasar it tentu tidak akan Merintang jalannya
Negara. Jadi, yang paling penting ralal; semangat Maka
semangat ity hidup, atau dengan lain petkataan dinapus
Berhubung dengan itu, hanva aturas-aturan pokok saja harus
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-
hal yang perlu untik menyelenguarakan atran-aturan pokok
ity harus diserabkan kepada undang-undang.

Sistem Pemerintalian Negura

Sisten pemerintahan Negam yang ditegaskan dalim
Undang-Undang Dasar jalah:

. Indonesia, inlah Negara yang Berdasurkan atas
Hukum (Rechisstaar)

I Negara Indonesia berdasarkan atas hukin (Rechtssisar),
tidak berdasarkan atas kekuaszan belaka (Machisstaar).

1L Sistern Koastitusional

2. Pemenntahan berdasarkan atas sistem konstitus: {hitkum
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbaras).

IIl. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakvat (Die Gesamite
Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis)

3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama

“Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelma-
2n seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des
Willens der Staatsvolkes). Majeli= ini menetapkan Un-

R =y Wy L Ly SR D ey | et L L
Haluan Neyara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara
(Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden)
Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang
tertingpi, sedangkan Presiden harus menjalankan

negarm menunut gans-gans besar yang telah ;:rﬁu
oleh Majelis. Presiden yang diingkat oleh Majehis,
tunduk don hertanggung jawab kepada Majelis |a
ialsh “Mandataris™ dari Mojelis, ia berwajib
menpelankan putusan-putusan Majelis

lresiden tidak “neben”™ akan tetupi “unterpzordnes’
kepuda Maielis

IV, Presiden jalah Penyélengzara Pemerintah Nezara
vang Tertingzi di Bawah Majelis

Di bawah Muajelis Permusyiwaratan Hakyar, Presiden
1atali penyclenggara Pamerintsh Negara yang tertingei

Dalam menjalenkan Pemerintahan Negara kekunsaag
dan tanggung jawab adalah &i tangan Presiden (conceniru-
iien af power and responsibility upon the Presidenr).

V. Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat

Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gestzgebung) dan
untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negarz
(Staatsbegrating),

Oleh karena itu, Presiden harus bekega bersama-sama
dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab
kepada Dewan, artinya kedudokan Presiden tidak tergantung
danipada Dewan.

VL Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri

Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat

Presiden mengangkat dan memberhentikan menten-
menten negara. Menteri-menteri ity tidak bertanggung jawab
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kepada Dewtn Perwakilan Rakyal, Kedudukannva tidak
tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung danpada
Presiden, Mereka ialuh pembantu Presiden,

VI Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jowab
kepada Dewan Perwakilun Rakyat, 1a bukan “diktator™,
artinya kekuasaan tidak tak terbatas,

Di atas telah ditegaskan. bahwa ia bertangyung jawab
kepada Majelis Permusyvawaratan Rakvat. Kecuali it ia harys
mempethutikan sunggub-sunggul suara Dewan Perwakilan
Rakyar.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakvat adalah kuat.
Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlaman
dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena it
Dewan Perwakilan Rakyar dapat senontiasa mengawasi
tindakan-tindakan Presiden dan jiks Dewan menganggap
bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah
diretapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis
Pennusyawaratan Rakyat. maka Majelis i dapat diundang
untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta
pertangsungjawaban kepada Presiden.

Menteri-Menteri Negara Bukan Pegawai Tinggi Biasa

Meskipun kedudukan Menteri Negara terpantung dari-
pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi
biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menja-
lankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executief) dalam
praktek.

Sebagai Pemimpin Departemen, menteri mengetahui
scluk-beluknya hal-hal yang mengenai lingkungan peker-
jaannya. Berhubung dengan itu menten mempunyai penganih
besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara
yang mengenai Departemennya. Memang yang dimaksudkan
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ulah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemenntah dan koordinasi
dalam pemerintahan negara pamm menteri bekerja bersama,
satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

TENTANG PASAL-PASAL

BAB |
Bentuk dan Kedaulatan Negara

Pasal |
Menetapkan bentuk pegara kesatuan dan republik,
mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat ialzh penyelenggara
negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap scbagai
penjelamaan nikyat, yang memegang kedaulatan negara

BAB 11
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2
Maksudnya ialah, supaya seluruh rakyat, seluruh
golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam
Majelis, schingga Majelis i akan betul-betul dapat
dianggap scbagai penjelmaan rakyat.
Yang discbut “golongan-golongan”, ialah badan-badan
seperti Koperasi, Serikat Sckerja dan lain-lain badan
kolektif. ,
Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman.
Berhubungan dengan anjuran mengadakan sistem
koperasi dalam ekonomi maka ayat ini mengingat akan
adanya golongan-golongan dalsm badan-badan
ekonomi.

Ayat (2)

Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-
- ali dalam 5 tahun. Sedikit-dik; i
kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebik
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Pasal 3

Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyai meme-
gang kedaulotan negarn, maka kekuasaannya tidak
terbatas, mengimgot dinamik masyarakat, sekali dalam
5 tahun Majelis memperhatilkan segala yang terjadi don
segaln pliran-dliran pads waktu v dan menentukan
haluan-halusn apa yang henduknya dipakai untuk di
kemudian hari,

BAD 11
Kekuasann Pemerintahan Negara

Pasal 4 dan Fasal 5 ayat (2)

Presiden inlih kepale kekuasaan cksekutif dalam nepara.
Untuk menjalankan undang-undang, 1@ mempunyai
kekunsaan untuk menetopkan peraturan pemerintah
{parvony reglementair).

Pusal 5 avat (1)

Kecunli executive poawer, Presiden bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legis-

lative pasver dalam Negara,

Pusal 6, 7, 8, dan 9

Cukup jelas

Pasal 10

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini
inlah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai
Kepala Negara.

Pasal 11, 12, 13, 14, dan 15

Lihatlah di atas.

BAB IV
Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16

Hm -

Dewan ini ialah sebuah Counci/ of State yang berwajib

memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Peme-
rintah. .
la sebuah badan Penasihat befaka.

BAB V
Kementerian Negara

Pasal 17

Lihatlah di atas.

BAB VI
Pemerintahan Daerah

Pagal 18

1L

Oleh karena Negara Indonesia itu suaty eenheidreaar,
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat Staar juga.

Dacrah Indonesiu akun dibagi dalum diersh propinsi
dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah
yang lebih keeil.

Daerah-dacrah itu bersifat otonom (srreek dan Jocale
rechisgemeenschappen) atau bersifat daerah adminis-
trasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan
ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan
badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun
pemerintahan akan bersendi atas dusar permusya-
wilratamn,

Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat £ 250
Zelfbesturende landschappen dan Folksgeme-
enschappen, scpenti desa di Jawz dan Bali, ncgen di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainys. Daerah-daerah ity mempunyai susunan asli,
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang
bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan
dacrah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
negara yang mengenai dacrah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.
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BAR VI
Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19, 20, 21, dan 23

1.

Lihatlah di atas.

Dewan ini harus memben persetujuannya kepada tiap-
tiap rancangan undang-undang dari Pemermtah. Dewan
mempunyal hak imisiatif untuk menetapkan undong-
undang.

Dewan ini mempunyai juga hak hegroting Pasal 23,
Dengan ini. Dewnn Perwakilan Rakyat mengontrol
Pemerntah.

Harus diperingat puln bahwa semua anggota Dewan
ini merangkap menjadi anggots Majehis Permusya-
waratan Rakyar,

Pasal 22

Pasul ini mengenai “noodverordeningsrecht” Presiden.
Aturan sebagai ini memang perlu dindakan agar supaya
keselamatan Negam dapat dijamin oleh emerintah
dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintaly
untuk bertindak lekas dan tepat, Meskipun demikian,
Pemerintah tidak akan terlepas dani pengawasan Dewan
Terwakilan Rakyat. Oleh karena i, peraturan
Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama
dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan
Perwakilan Rakyat,

BAB VI
Hal Keuangan

Pasal 23

n

Avat: (1), (2), (3), dan (4)

Ayat | memuat hak begroting Dewan Perwakilan
Rakyat.

Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja
adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintah negara. Dalam
Megara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu semata-
mata ditetapkan oleh Pemerintah.

Tewpi dalam Negara Demokrasi atau dalam Negara
yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sepenti Republik *
Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja i dite-
tapkan dengan undang-undang. Artinva dengan perse-
tujuan Dewan Perwakilan Rakyar,

Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan
dari mana didapainya belanja buat hidup, harus
diretapkan oleh rakyat it sendiei, dengan perantaraan
dewan perwakilannya rakyat menentukan nasibava
sendinl, karena it juga cara hidupnya. .

Ayat (3)

Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan
pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini
unda keduulatan rmkyar.

Oleh karena penctapan belanjo mengenai hak rakyat
untuk menentukan nasibnya sendiri maka segals
undakan yang menempatkan beban kepada rakyat
sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan
undang-undang yaity dengun persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyar

Juga teatang hal macam dan harga mata uang ditetapkan
dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan
uang ity besar pengaruhnys atas masyarakat Uang
terutama ialah alat penukar dan pengukur harga, Sebagai
alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual bel
dalam masyarakat. Berhubung dengan ity perlu ada
macam dan rupa vang yang diperlukan oleh rakyamt
Rws_mu. pengatur harga untuk dasar menetapkan hargs
EE_._..m-EEFm barang yang dipertukarkan. Barang yany
Eﬁ.i& pengukur harga itu, mestilah tetap harganya,
Jangan naik trun karena keadaan uang yang tidak
teratur. Oleh karena ity keadaan uang itu harus
ditetapkan dengan undang-undang,

Berhubung dengan it, kedudukan Bank Indonesia yang
akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang
kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang
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sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus
sepatdan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa
tangpung jawab Pemerintah itu perlu ada suatu badan
yang terlepas dari pengamh don kekuasaan Pensetintah,
Suaty badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat
melokukan kewajiban yang seberat itn. Sebaliknys
bodan i bukanlah pula badan yang berdin di atas
Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewayiban badan it ditetapkan
dengan undang-undang,.

BADB IX
Kekouasaan Kehakiman

Pasal 24 dan 25

Kekuasaan kehakiman ialah kekuvasaan yang merdeka
artinyn terlepas dart pengaruh kekunsaan Pemerintah,
Berhubungan dengan it harus diadakan jaminan dalam
undang-undang tentang kedudukannya pam hakim,

BAD X
Warga Negara

Pasal 26

Pasal 27, 30, dan 31 ayat (1)

32

Avee (1)

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan
Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang
bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia
sebagm tanah simya dan bersikap setia kepada negara _
Republik Indonesia, dapal menjadi warga negara. )

Apat (2) !
Cukup jelas

Cukup jelas [
(Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga =n.mH.-_...

Pasal 28, 29 ayart (1), dan 34
Pagal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk,
Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara
maupun yang mengensi seluroh penduduk memuar
hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negars
yang bersifat demokrasi dan vang hendak menye-
lenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

BAR X1
Agama

Pasal 29
Avar (1)

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia
terhadap Tuban Yong Maha Esa.

BAR XTI
Pertahanan Negara
Pasal 30
Cukup jelas
BAB X111
Pendidikan
Pasal 31
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32

Kebudayaan bangsa jalah kebudayaan yang timbul
scbagai buah ussha budi daya rakyat Indonesia
seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai
puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh
Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha
kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab,
budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-
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bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat Pasal 36 =

memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan Cukup jelas

bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan i Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang

bangsa Indonesia. dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya

m_ bahasa Jawa, Sunda, Madora. dsh.) bahasa-bahasa itg
BAR XIV ! akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.
Kescjahteraan Sosial Bahasa-bahasa 1w pun merupakan sebagian dari
kebudayaan Indonesia yang hidup.
Pasal 33

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokmsi ekonomi, BAB XV1

produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah Pecubahan Undang-Undang Dasar

pimpinan untuk penilikan anggota-anggots masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang divtamakan, bukan Pasal 37

kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian Cukup jelas

disusun scbagai usaha bersama berdasar atas asas

kekelunrgaan, Bangun perusahaan yang sesuai dengan

itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,

kemakmuran bagi segaln orang. Sebab itu cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang '

menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh ]
negarn. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan

omang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak =
ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hdup

orang banyak boleh di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayann alam yang terkandung

dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. |

Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34 |
Cukup jelas, lihat di atas,

BAB XV I
Bendera dan Bahasa

__
Pasal 35 |
Cukup jelas
34 a5
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak
dasar yang secara kodrati melekat pada dirt
manusia, bersifat universal dan langgeng,
oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,
dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa untuk ikut serta memelibara perda-
maian dunia dan menjamin pelaksanaan hak
asasi manusia serta memberi perlindungan,
kepastian, keadilan, dan perasaan aman
kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu
segers dibentuk suatu Pengadilan Hak
Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelang-
garan hak asasi manusia yang berat sesuai
dengan ketentuan Pasal 104 ayar (1) Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
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Mengingat

-

L.

bahwa pembentukan Péngadilan Hak Asasi
Manusia untuk menyelesaikion pelanggaran
hak asasi manusia yang berat elah diupayakin
oleh Pemerintah  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomar
1 Tahun 1999 entang Pengadilan Hak Asasi
Manusia yang dinilai tidak memadai. sehingga
tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-
undang, dan oleh karena ity Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang-undang tersebut
perlu dicabut; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-
mana dimoksud dalam huruf a, b, dan ¢
perlu dibentuk  Undang-undang tentang
Pengadilan Hok Asasi Manusia;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayar (2)
Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor |4 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ke-
kuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang MNomor 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor [4
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3879);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 33271

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun [999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara
MNomor 38861:

Dengan Persetujuan Bersama Antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGA-
DILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

I. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekar
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhiuk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya vang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan sena
perlindungan harkat dan martabat manusia.
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Pelanggaran Hak Asasi Manusia vang berat adalah pelanggaran
hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang ini.

b

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjuinya disebut
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran
hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.
baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab
secara individual.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan mencmukan ada tidaknya suatu peristiwa yang
diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
cuna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang ini.

:-.-I'l

BAB 11

- KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PENGADILAN HAM

= Bagian Kesalu
Kedudukan

- Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada
di lingkungan Pengadilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3
(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau
daerah kota yang daerah hukumnya meliputi dacrah hukum
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Unwik Daerah Khusus [bukota Jakarta. Pengadilan HAM
berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri tang
bersanghutan.

BAB 111
LINGKUP KEWENANGAN
Pasal 4
Pengadilan HAM bergas dan berwenang memenhsa dan
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus
perkaca pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan
di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh
warga negara [ndonesi

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memenksa dan memulus
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilzkukan
oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal §

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud
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untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian

kelompok bangsa, ras. kelompok etnis. kelompok agama, dengan

cara

a. membunuh anggota kelompok:

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok;

¢. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahar secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelaompok: atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dar kelompok tertentu
ke kelompok lain. .

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistemauk vang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)
ketentuan pokok hukum internasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemak-

saan kehamilan. pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau
bentuk-bentuk kekerasan seksual lain vang setara:

h. penganiaysan terhadap suatu kelompok leriéntu atau
perkumpulan vang didasari persamaan paham politik. ras.
kebangsaan. etnis. budaya. agama. jemis kelamin atau alasan
lain yang telah diakul secara universal sebagai hal yang
dilarang menurut hukum internasional:

i. penghilangan orang secara paksa; atau

j- kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua
Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan
penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang
yang diduga keras melakukan pelanggzaran hak asasi manusia
yang berat berdasarkan bukti permulaan vang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penmangkapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memper-
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(1

lihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat
perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka
dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan
pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

embusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera
setelah penangkapan dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa
sural perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus
segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti vang ada
kepada penyidik,

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
untuk paling lama 1 (satu) hari

Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga

Penahanan

Pasal 12

Juksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk
kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang
melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan.

Perintaly penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti
yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan

(1

(2)

()

diri. merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau
mengulangi pelanggaran hak asasi manusia vang berat.

Pasal 13

Penazhanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan
paiing lama 920 (sembilan puluh) hari,

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diperpanjang untuk wakw paling lama 90 (sembilan puluhj
hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) habis dan penvidikan belum dapat diselesaikan, maka
penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 {enam puluh)
hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerzh

hukumnya.

Pasal 14

Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) hari. :
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka
penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh)
hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesual dengan daerah
hukumnya.

Pasal 15

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan
HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

A
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L=1 Jdangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapar

(n

1)

(1)

(2)

10

diperpanjang untuk wakiu paling lama 30 (tiga puluh) hari
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya,

Pasal 16

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di
Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam
puluh) hari.

Tangka wakiu sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diperpanjang untuk waktn paling lama 30 (tiga puluh) hari
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya.

PPasal 17

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mah-
kimah Agung dapat dilakukan paling lama 60 {enam puluh)
hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18

Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yane
berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan
penyelidikan scbagaimana dimaksud dalam ayat {1) dapat
membentuk tim ad hoe yang terdiri atas Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

(1) Dulam melaksanakan penyclidikan sebazaimana dimaksud

dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:

. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa
yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat
atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggzaran hak
asasl manusia yang berat;

b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau
kelompok orang tentang terjadinya pelangearan hak asasi
manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang
bukti;

¢. memanggil pihak pengadu, korban. atau pihak yang
diadukan untuk diminta dan didengar keterangannys;

d. 'memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya:

¢. meninjau dan mengumpuikan keterangan di tempat kejadian
dan tempat lainya yang dianggap perlu:

f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan

secard tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan

sesual dengan aslinya;

atas periniah penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

1) pemeriksaan surat;

1) pengecledaban dan penvitaan;

tr

3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan.
bangunan, dan tempat-tempat lainnva yang diduduki
atau dimuliki pihak tertentu;

4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyeli-
dikan.

Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suarne
peristiwa yang diduga merupzkan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada
penyelidik.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

12

= Pasal 20

Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat
bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjad
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang beral. maka
kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.
Paling lambat 7 (tujuh) hasil kerja setelah kesimpulan hasil
penyelidikan disampaikan. Komisi Nasional Hak Asast Manusia
menyerahkan selurub hasil penyelidikan kepada penyidik.

Dalam hal penvidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap.
penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut
kepada penvidik disertai petunjuk untuk dilengkapt dan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasii
penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima

Penyidikan

Pasal 21
Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dilakukan oleh Jaksa Agung.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) udak
termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang
terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat,

Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan
sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi
syarat :

(1)

(2}

(4)

(3)

a. warga negara Republik Indonesia;

b berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

¢. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang
mempunyai keahlian di bidang hukum:

=

sehat jasmani dan rohani;

I

berwibawa. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
dan

m—y

memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi
manusia.

(i]=]

Pasal 22

Penvidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 50 (sembilan puluh)
hari sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan
lengkap oleh penyidik.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diperpanjang untuk waktu paling lama 90 isembilan puluh)
hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah
hukumnya.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) habis dan penyidikan belum dapat diseleszikan, penyidikan
dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh
Kerua Pengadilan HAM sesuai dengan dazrah hukumnya.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
avar (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tdak
diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikelvarkan surat
perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan,
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penyelidikan hanya dapar dibuka kembali dan dilanjutkan
apabila terdapat alasan dan buknl lain yang melengkapi hasil
penyelidikan untuk dilakukan penuntutan.

Dalam hal penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya,
maka korban, keluarga sedarah atau semenda daiam garis
lurus ke atas atau ke bawah sampal dengan derajat ketiga,
berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan
HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penuntutan

Pasal 23

Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dilakukan oleh Jaksa Agung.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc
yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc

Eanm_._nmwwub sumpah atau janji menurut agamanya masing-

masing.

Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum a hoc harus

memenuhi syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai
penuntut umum; .

d. sehat jasmam dan rohani:

¢. berwibawa. jujur. adil, berkelakuan tidak tercela;

{. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
diin

2. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asas
manusia,

Pasal 24

Penuntot sebazaimana dimaksud dalam Pasal 23 avar (1) dan
ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambtat 70 (tjub puluh) han
terhitung sejak tangzal hasil penvidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Masional Hak Asasi Manusia sewakiu-wikw dapa
meminia keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai
perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pzlanggaran
hak asasi manusia vang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3. lafalnya
berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpal/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa
saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakin nama atau cara apapun juga, tidak memberikan
atau menjanjikan sesvatu kepada siapapun juga”™.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, odak sekali-kali akan
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menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu
janji atau pemberian”,

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar
negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesiz”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyeklif dengan
tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika
profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan scbaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bag! seorang pstugas
vang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan”.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadiian
Paragaf 1
Umuom

Pasal 27

(1) Perkara pelangzaran hak asasi manusia yang berat diperiksa
dan diputus cleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 4,

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia vang
berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima
orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM
yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuzi
oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

16

Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung,

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalem ayar (1)
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 .“:Eu.“_ tahun dan dapat
diangkat kembali untuk | (satu) kali masa jabatan.

. Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi
syarat
l. warga negara Republik Tndonesia:
2. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun
dan paling tinggi 65 (¢nam puluh lima) tahun:

Lal

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai
keahlian di bidang hukum;

sehat jasmani dan rohani;
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan

oo =1 N La

memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi
manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib
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mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing
vang lafalnya berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa
saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atay cara apapun juga, tidak akan
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun
juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu
janji atau pemberian’. .

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar
negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-
undangan vang berlaku bagi negara Republik Indonesia™.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan
tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika
profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi scorang petugas
yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan”.

: Paragraf 3
Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa
dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 130
(seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan
ke Pengadilan HAM.

18 ;

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dimohonkan banding ke wnzmﬁ:u.: Tingei. maka perkara
tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayal (4
dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang
terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggl yang
bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimans
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua bejzs)
grang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2§ ayat (1)
dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi
pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
dimoheonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara lersebut
diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke MahkamzE
ATUNE. =

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat |
dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima} oranzg
terdiri dari atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tigz:
orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah Hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkal oleh Presiden
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selaku Kepala Negara atos usulan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimani dimaksud dalam ayal (4) drangkar
untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun,

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah
Agung harus memenuhi syarat:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
¢. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;

berpendidikan sarjana hukum atau sarjama lain yang
mempunyai keahlian di bidang hukum;

=

e. sehat jasmani dan rohani;

£, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercefa;

g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
dan

h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi
manusia.

BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia
yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan
SEcara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadzo korban
dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

20-
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BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusiz vang berat dan
atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi. restitusi.
dan rehabilitasi.

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putcsan Pengadilan
HAM.

{3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, Zan rehabihitasi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAE VII
RETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagzimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a, b, ¢, d, atau e dipidanz dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidarz penjara paling
lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh)
tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagzimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidanz dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidarz penjara paling
fama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 {sepuluh)
tahun.

Pasal 38
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagzimana dimaksud
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dalam Pasal 9 huruf c. dipidana dengan pidana penjara
paling lama |5 (lima belas) tahun dan paling singhat 5 (lima)
tahun,

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 9 hurul f, dipidana dengan pidana penjara

paling lamu 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima)
taluirn,

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimani dimaksud
dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 {sepuluh)
tabiun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, ataw pembantuan untuk
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan
sebasaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal
39, dan Pasal 40.

Pasal 42

{1) Komandan militer atau seseorang yang secara efeknf bertindak
sebagal komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap
tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM,
yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawzh komando dan
pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan
akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara parut,
yaitu:

22

3. komandan militer ataw seseorang tersehut mencetahui
atau atas dasur keadaan saat itu seharusnva ,___n:..h...u.__:.:
bahwa pasukan fersebut sedangz melakukan atau bary saja
melakukan pelanggaran hak asasi manusia vang berat:
dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melekukan
tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang linskup
kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan per-
buatan fersebut atau menyerahkan pelakunya kepada
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan,
penyidikan. dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnyva, bertangzung
jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang dilakokan oleh bawahannya vang ber:da di
bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena
atasan tersebut tidak melakukan pengendalian teraadap
bawahannya secara patut dan benar, yakni:

a. afasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan
informasi yang secara jelas menunjukkan bahws bawahan
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanzearan
hak asasi manusia yang berat; dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak
dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenanzannya
untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut
atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan.

(3} Perbuatan scbagaimana dimaksud dalam avat (1) dan ayat
(2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan
Pasal 40.
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BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang vn.n: u,E._m terjadi
sebelumn diundangkan Undang-undang ini, diperiksa dan
dipuius oleh Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan

Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berada di lingkungan Peradilan Urmiim.

Pasal 44
Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya

 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali pada saal Undang-undang ini mulai
berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makasar.

(2) Dagrah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera
‘Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan
Kalimantan Tengah; 5 !

h. Surabaya yang meliputt Propinsi Jawa Timur. Jawa
Tengah. Daerah Istimewa Yozyvakarta. Bali. Kalimantan
Selatan. Kalimantan Tumur. Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur:

¢, Makasar yang meliputi Propinsi Sulawesi Sefatan. Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Maluku.
Maluku Utara, dan Irian Jaya;

d. Medan vang meliputi Propinsi Sumatera Utara, Daerah
Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat s2bagaimana
dimaksud dalam Undanz-undang imi tidak berlaku ketentuan
mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat vzng tegadi
sebelum berlakunya Undang-undang ini tidesk menutup
kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimanz dimaksud
dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undanz.

Pasal 48

Penyelidikan. penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan
berdasarkan Peramran Pemerintah Pengganti Undzng-undang
Nomor | Tshun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manuosia
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tetap berlakn sepanjung tidak bertentangan dengan Undang-
undang ini,

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yong DBerhak
Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dinyatakon tdak berlaku daliam
pemeriksaan pelangearan hak asasi manusia yang berai menurut
Undang-undang  ini.

Pasal 30

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor | Tahun 1999
tentang Pengadian Hak Asasi Munusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntshkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

ABDURRAHMAN WAHID
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Diundangkan di Jakarta
pada tangzal 23 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DJOHAN EFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2000 NOMOR 208
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PEN] ELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

1. UMUM

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal (entang Hak Asasi
Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVIUMPR/1998 tentang
Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1559
tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum

internasional.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara
dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghermati, menegakXan,
dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia
kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai
instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia
sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
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Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapar
dilukukan melalui pembentukan Komusi Nasional Hak Asas
Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dun
Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-I Nomor XVIU/
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut. 1elsh dibentuk
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi
Manusia. Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan
perwujudan tanggunz jawab bangsa [ndonesia sebagai anczoia
Perserikaian Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut. pembentukan
Undang-ondang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung
suaty misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam
menjunjung tinggi dan melaksanaken Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. s2ria
yang terdapat dalam berbagai insttumen hukum lainava vang
mengatur hak asasi manusia yang telah disshkan dan ditsrima
oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dan perkembangan hukum, baik ditinjaz dani
kepentingan nastonal mavpun dan kepentingan infernasional.
maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi mzanusia
yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaizn di
Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang
merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia
yang berat.

Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi
Manusia tersebut, periu dibentuk Undang-undang temtang Hak
Asasi Manusia.

Dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketzntuan
Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 teatang
Hak Asasi Manusia.

29
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Unelang-undang E:::.E Pengadilan Huk Asusi Manusio
dilirapkan dapat melindungi hak asasi manusia. baik  perse-
erangin maupun masvarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan,
Kepastian hukwmn keadilitn. dan perasasn aman bagi perseorangan
maupun musvarakot. terhadap pelanggaran hak asasi manusia
vang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi
Munusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

I. Pelanggoran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra
ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada
tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan
tindak pidanma yang diawr &i dalam Kiab Undang-undang
Hukum Pidana serta menmimbulkan kerugian baik materil
maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidaX aman
baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehinggs
perlu segers dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum
untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan,
dan kesejahtzraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Terhadap perkaru pelanggaran hak asasi manusia yang berat
diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penvidikan,
penuntulan. dan pemeriksaan vang bersifat khusus,

Kekhususan dalam penanganan pelanggzaran hak asasi manusia
yang berat adalah :

a. diperlukan penvelidik dengan membentuk tm ad hoc,
penyidik ad hoc, penuntut winum ad hoc, dan hakim ad
hoc.

b. diperiukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan
oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan
penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana;
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¢. diperlukan ketentpan mengenai tenggang wakiu tereniu
untuk melakukan penyidikan, penuntutan. dan pemenksasn
di Pengadilan:

d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan Xorban dan
saksi;

e. -diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa
bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasark:
hukum internasional dapat digunakan asas ratroaktif. Ziberfakukan
pasal niengenai kewajiban untuk tunduk kepada pemtatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantwm dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan
hak dan kebebasannya setiap orang waiib tunduk kepadi pembatasan
vang ditetapkan dengan undang-undang dengan maisud semaic-
miata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 21as hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntuizn yang adil
sesuni dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agam= keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Semokrati<”,
Dengan ungkapan lain asas retroakef dapar diberlaiukan dalam
rangka melindungi hak asasi manusia itu sendini berdasarkan
Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 t=—sebut. Olzh
karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan
HAM ad hoe untuk memeriksa dan memutus perkarz pelangearan
hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundsne-
kannya Undang-undang im. Peneadilan HAM ad bFoc dibenmuk
atas usyl Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan penisSwa teneniu
dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkung:in Peradilan
Umum.

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Uncang-undang
ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dar Rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor VMPR/
2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatu=n Nasional.
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Komist Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan
undung-undang  dimaksudkun sehagar lembaga ekstra-yudiciul
vang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk
menevakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgungan
kekuasaan dan pelunggaran hak asasi manusia pada masa lampuu.
sesuni dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
berlnku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan
bersama sebagai bangsa.

1I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam
ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang
menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 35

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi
warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas
teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-
undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

32

Pasal 6
Seseorang berumur di bawah I8 (delapan belas) tahun vang
inelakukan pelangzaran hak asasi manusia vang berat. diperiksa
dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7

“Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusizan™
dalam ketentuan ini sesuai dengan “Rome Sranme of Inter-
national Criminal Court™ (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pazzl 8
Huruf a

Yang dimaksud dengan *“2ngzota kelompok™ adalah seorang
atau lebih anggota kelompok.

Horuf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukuop jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil” adalah suam rangkaian
perbuatan yang dilaxukan terhadap penduduk sipil sebaga
kelanjutan kebijakan penguasa atan kebijakan vang berhubungan
dengan organisasi.
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Huruf a .
vane dimaksud denean “pembunuban’ adalah sebagaimand
tercantum dalam Pasal 340 Kitab Unduang-undang Hukum
Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan
vang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dznzun
seneaja, antara lain berupa perbuatan menghambat
pemasekan barang makanan dan obat-obatan yang dapal

mentmbulkan pemusnahan pada sebasian penduduk.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan
ini termasuk perdagangan manusia. khususoya perdagangan
wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yane dimaksud dengan “pengusiran atau pemindahan
penduduk secara paksa” adalah pemindahan orang-orang
secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan
pemaksaan yang lain dan daerab di mana mereka bertempat
tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang diijinkan
oleh hukom internasional,

Huraf &
Cukup jelas
Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini
adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan
kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun
mental, terhadap seorang fahanan atau seseorang yang
berada di bawah pengawasan.

Huruf gz

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf 1

Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secata paksa”
yvakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang
oleh atau dengan kuasa. dukungan arau persetujuan dari
nezara atau kebijakan organisasi, diikuti oleb penolakan
untik menzakui perampasan kemerdzkaan lersebut atau
untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan
orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari
perlindungan hukum dalam jangka wakmw yang panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kejahatan apartheid” adalah
perbuatan tidak manusia dengan sifat yang sama dengan
sifat-sifar yang disebutkan dalam Pasal § yang dilakukan
dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan
dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu
kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dilakukan
denzan maksud untuk mempertahankan rezim 1.

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayar (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Avar (4) _
Cukup jelas
Aya (59

Yang dimaksud dengan “1 (satu) han” adaloh dalam
wakta 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka

ditanghkap.
Avar (6)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untok menjuga

obyvektivitas haxil penyelidikan Karena femibaga Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga vang bersifat
independen

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarnkat” adalah 1okob
dan anggota massarakar yang profesional. berdedikasi.
berintegeasi tingei. dan menghayati di bidang hak asasi
manisia

Fasal 19

Pelaksanaan “penyelidikan” dalam ketentuan ini dimaksudkan
sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asas
Manusia dalam lingkup projustisia.
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menerima” ada!ah menerima.
mendaftar, dan mencatat laporan atay pengaduan

tentang telah terjadinya pelangzaran hak 233si manusis
yang beral, dan dapat dilengkapi dengan barang

bukii.
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
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Huruf

Cukup jelas

Hurf g

Yang dimaksud dengan “perintah penyidik™ adalah
perintah tertulis yang dikeluarkan penyelidik atas
permintaan penyelidik dan penyidik segera Enmm_u_suﬂ
kan surat perintah setelah menerima permintaan dari
penyelidik.

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2}
“Pangeeledahan” dalam ketentuan ini melipuli pengge-
ledahan badan dan atau rumah.

Angka 3)
Cukup jelas

Angka &)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

38

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bukti
permulaan  yang cukup” adalah bukti permulaan
untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang
yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

-~ Dalum penyelidikan tetap dibormati asas praduga tak
bersalah sehingea hasil penvelidikan bersifut terunip
(il disebarfuaskun) sepanjans menvanzhul nama-
nama yang diduza melanggar hak asasi manusia vang
berat sesuai dengan keteatuan Pasal 92 Undang-
undanz Nomor 39 Tahun [999 tepang Hak Asas:
Manusia.

-  Yang dimaksed dengan “menindaklanjuti” adalah
dilakukannya penyidikan,

Ayat (2}
Cukup jelas.
Avat (3]

Dalam Retentuan ini yang dimaksud dengan
lengkap” adalah belum cukup memenuhi unsur pelangzaran
hak asasi manusia yang berar unwk dilanjutkan ke tahap
penyidikan,

‘Kurang

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayar (2)
Cukup jelas
var (3)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud- “unsur masvarakat”
adalah terdiri dari organisasi politik. organisasi kemasya-

rakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga
kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.

Kata “dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar
Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan
sesuai dengan kebutuhan,

39
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Ayat (4)

Cukup jelas
Avat (5)

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Paszal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Penuntut umum ad hoc dard unsur masyarakat E;EEEE:
diambil dari mantan penuatut wmum di Peradilan Umum

atau di Peradilan Militer.
Ayat (3)

Cukup jélas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 26 e
Pada waktu pengambilan sumpah/janji divcapkan kata-kata

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk
penganut agama Islam “Demi Allah™ sebelum lafal sumpah

40

dan unwk agama Kristen/Katolik kata-kata “Kiranya Tuhan
akan menolong saya™ sesudah lafal sumpah.

Pasal 27

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 4,

Avat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis
hakim selalu berjumlah ganjil

Ayal (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

“Hakim ad hoc™ adalah hakim yanz diangkat dan luar
hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional.
berdedikasi dzn berintegrasi tinggi, menghayati cita-cira
negara hukum dan negara kesejahizraan yang berintikan
keadilan, memahami dan menghormati hzk asasi manusiz
dan kewajiban dasar manusia.

Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Angka |
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas ]

41


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Angka 3

Angka 3
Cukup jelus Cukup jelas
Angka 4 Angka 4
Yang dimaksud denzan “keahlian di bidang hukum” Cukup jelas
adalah antara lain sarjana syariall atau sarjana lulusan Angka 5
Perguruan Tinggi lmu Kepolisian, Cukup- jelas
Angka 5 Angka 6
Cukup jelas Huruf a
Angka 6 Cukup jelas
ﬁ_._rzﬁ ._._n_u._.. Hutef b
Angka 7 Cukup jelas
Cukup jelas Huruf ¢
Angka 8 Cukup jelas
Cukup jelas Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4
Pasal 30
Huruf ¢
Lihat penjelasan Fasal 26. : Cukii: jelas
Pasal 31 Huruf f
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 32 PREEh

Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 34
oo S Cukup jelas
Angka 1 :
Cukup jelas : Pasal 33
Angka 2 - Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian
Cukup jelas yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu
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memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi
tungzung jawubnya.

~  Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian
yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh
pelaku atau pihak ketign. Restitusi dapat berupa:
a, pengembalian harta milik.
b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau

penderituan; atau

¢. penggantian biaya untuk tindakan rertentu,

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemuliban
pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama
baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pazal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah apabila
2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran
hak asasi manusia yang beratl.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengusulkan - dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia men-
dasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan
tempaos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-undang ini.

Avar {3)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan
alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM.
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suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik,
yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan, pengakuan, pelaksansan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individua! maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan
aspek kehidupan lainnya. .

+ Penyiksaan adalsh setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atay
penderitaan vang hebat, baik jasmani maupun rohani,
pada seseorang untuk memperolell pengakuan atau
keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan

menghukumnys atas suate ‘perbuatan yang telah -

dilakukan a1an diduga telah dilakukan oleh sesearang
aleu orang ketiga, atau mensancam atay memaksa
scscorang 3tau prang Ketiza, atau untuk suaty alasan
yang didasarkan psda setizp bentuk diskriminas,
apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan
oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atay
sepengetahuzn sizpapun dan atau pejabat publik.

. Anzk adalah setisp manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasul;
anak yang masih dalam kandungan apahila hal tersebut
acalah demi kepentinganaya,

». Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan

sescorang atau kelompok orang termasuk aparat negara
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan alau mencabut hak asasi manusia
sescorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil den benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang beriaku.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjuinya
disebut KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri yang

e ——— - —
inii!r; 3

R

kedudukannya setingkal dengan lembaga negarz
lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian.
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak
asasi manusia.
BAB 11
ASAS-ASASDASAR
PASAL 2

Megara Republik Indonesia mengakui dan me njunjun;
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia
scbagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dibormazi
dan ditegzkkan demi peningkstan manabat kemanusiaar
kescjahteraan, kebahagiaan, dan kecerdassn soria
keadilan .
PASAL 3

(1) Setizp orang dilahirkan bebas dengan harkat dz-
martabat manusis yang sama dengan sederajat sert=
dikaruniai akal dam hati nurani untek hiduz
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dala=
semangat persaudaraan,

{2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminas.
periindungan dan perlakuan hukum yang adil serz
mendapat kepastian hukum dan perlakukan yang sam =
didepan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asss:
manusia dan kebebasan dssar manusis, tanp:

ki i
PASAL 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak unfui:

Ir‘g’liiri "
k-
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